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ABSTRAK
Nama : ANDI SULAEMAN NUR ASGAR
Nim : 30600114095
Judul : Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Destinasi Air Terjun
Di Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang
bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi air
terjun dan faktor penghambat pengembangan destinasi air terjun di Kelurahan
Gantarang.
Tipe penelitian dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian kualitatif.
Analisis data dilapangan penulis menggunakan reduksi data, penyajian data dan
verifikasi data. Informan penelitian ditentukan secara puposive sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Field Research yaitu
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan sumber data
primer dan Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Peran, Teori
Kebijakan, Teori Otonomi Daerah, Teori Kebijakan Pariwisata dan Teori
Pembagunan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi destinasi air terjun di
Kelurahan Gantarang perlu untuk dikembangkan karena akan sangat membantu
masyarakat setempat dan juga pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pengembangan destinasi air terjun juga perlu ditingkatkan karena
destinasi air terjun yang baru mendapatkan bantuan pemerintah dari segi anggaran,
promosi dan perbaikan fasilitas sarana berupa akses jalan adalah air terjun Balang
Bulan yang berada di Lingkungan Lembang Panai, sedangkan air terjun Bulan di
Lingkungan Lembang Bata belum mendapat bantuan pemerintah dan hanya dikelola
masyarakat setempat sendiri. Selain daripada itu factor penghambat yang menjadi
kendala dalam pengembangan destinasi air terjun adalah letak objek wisata, akses
jalan, dan anggaran yang masih bertahap. Adapun Kebijakan Pengembangan
Pariwisata di Kabupaten Gowa belum menjadi prioritas utama. Pemerintah
Kabupaten Gowa tidak memiliki Visi Misi khusus tentang pembangunan pariwisata,
sehingga pembangunan pariwisata belum menjadi prioritas utama. Meskipun
demikian secara bertahap pemerintah dan masyarakat akan selalu mengembangkan
dan melakukan promosi dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kelurahan




A. Latar  Belakang
Indonesia sebagai negara kesatuan yakni bentuk suatu negara yang
merdeka secara dan berdaulat, dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa
dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini
terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: Sentral dan Otonomi.
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan
yang langsung di pimpinn oleh pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya
melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Negara kesatuan dengan sitem
desentralisasi adalah kepala daerah di beri kesempatann da kewenangan untuk
mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini di kenal dengan
istilah Otonomi daerah atau Swastanra.1
Otonomi daerah dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya mempersoalkan pembagian
kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara sedangkan otonomi
menyangkut hak yang mengikkuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah
sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai visi dan
sebagiannya di rumuskan dalam bidang ekonomi, mengandung makna bahwa
otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan
ekonomi nasional daerah, di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi
pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk
1Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 126.
2
mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini
memungkinkan lahirnya prakarsa pemeritah daerah untuk menawarkan fasislitas
investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai
infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.2Pelaksanaan
pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang di arahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju
pertumbuhan antar daerah di indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah
barang tentu di buutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara
optimal. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah
salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di indonesia.
Dalam Undang-undang ini di sebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
pemeritah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menuruut
asas otonomi dan tugas pembantuan, di arahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daa saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.3Sebagaimana firman
Allah pada Al-Qur’an Surah Ar-Ra’du/13:11.
2Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, h.
176-179.
3Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan
Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, Skripsi (Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2005), h. 1.
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Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.4
Ayat di atas menjelaskan, apa yang berkaitan dengan peristiwa alami, yang
berada di luar ikhtiar manusia. Namun nasib manusia, baik individu maupun
sosial, berada di tangan manusia sendiri dantidak berharap bahwa Allah akan
meyerahkan utusan penentuan nasib tersebut kepada para malaikat. Seandainya
akan terjadi perubahan dalam sistem masyarakat seperti perubahan kondisi
masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang baik dan sistem keadilan
menggantikan kedzaliman, maka hendaknya manusia tidak menunggu mukjizat
dari Allah swt
Islam menjelaskan untuk memeperoleh kemakmuran di bumi, manusia
harus mampu mengelola bumi dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk
Allah Yang Maha Mengetahui serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan
manusia. Apalagi untuk berperan bagi kemajuan bangsa dan negara, karena orang-
orang yang beriman dan bertakwalah yang paling mungkin melakukan hal itu
karena mereka di dukung langsung dari Allah swt. Seperti yang di katakan Allah
dalam Al-Qur’an Surah Al- A’raf: 07/56
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahnya Dilengkapi dengan
Fadhillah Keutamaan Amal (Bandung: Sygma Publishing, 2012), h. 250.
4
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)
dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada yang berbuat kebaikan .”5
Penjelasan ayat diatas menyatakan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat
hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan dengan penuh rahmat-
Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lainnya
semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dibinasakan. Alam semesta merupakan
tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sebagai makhluk yang diberi tempat yang
subur hendaknya kita selalu bersyukur dan memamfaatkan tanah yang diberikan
Allah dengan baik supaya tercapai kebahgiaan hidup sehingga tenang menjalankan
semua perintah Allah swt.
Hakikatnya manusia adalah ciptaan Allah yang semuanya adalah amanat
dari Allah Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy Syura /
26:215.
Terjemahnya:
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu
orang-orang yang beriman”.6
Agama islam memandang seorang pemimpin tidak lebih tinggi statusnya
dari rakyat. Apabila seorang pemimpin dapat melaksanakan tugasnnya, maka
5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahnya Dilengkapi dengan
Fadhillah Keutamaan Amal , h. 552.
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi  dan Terjemahnya Dilengkapi dengan
Fadhillah Keutamaan Amal , h. 376.
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sebagai rakyat juga harus taat dan patuh kepada pemimpin tersebut, rakyat wajib
mendengar dan patuh kepada peritah pemimpinnya, selama yang di perintahkan itu
tidak merupakan perbuatan maksiat.7 Melaksanakan pelayanan baik terhadap apa
yang telah di pimpinnya merupakan tuntutan ajaran islam. Sebab jika tidak di
laksanakan akan mendapatkan ancaman dan siksaan Allah swt. Sebagaimana
hadist nabi saw:
َحِدْیُث َمْعقَِل ْبِن یََساٍر َعِن اْلَحَسِن أَنَّ ُعبَْیَد هللاِ ْبِن ِزیَاٍد َعاَد 
یََساٍر فِى َمَرِضِھ الَِّذْي َماَت فِْیِھ، فَقَاَل لَھُ َمْعقٌَل: إِنِّْي َمْعقََل ْبَن 
ثَُك َحِدْیثًا َسِمْعتُھُ ِمْن َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  ُمَحدِّ
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُْوُل: َمْن ِمْن َعْبٍد اِْستَْرَعاهُ 
َرِعیَّةً فَلَْم یَُحْطھَا بِنَِصْیَحٍة إِالَّ لَْم یَِجْد َرائَِحةَ اْلَجنَِّة.هللاُ 
Artinya:
Hadist Ma’qil bin Yasar, dari Hasan bahwasanya Ubaidillah bin Yazid
mengunjungi Ma’qal bin Yasar ra, ketika ia sakit yang menyebabkan
kematiannya, Maka Ma’qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, “Aku
akan menyampaikan kepadamu sebuah hadist yang telah dengar dari
rasulullah saw; aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, “ Tiada seorang
hamba yang di beri amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya
dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya
surga (melainkan tidak mendapat bau surga)”. (HR. Imam Bukhari)8
Pemimpin adalah seseorang yang diamanatkan oleh Allah swt, untuk
memimpin rakyatnya, dimana di akhirat kelak akan di mintai pertanggung jawaban
7 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Mutiara Hadis 6, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2003), h. 29`
8Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha, 2003), h.
263-264.
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atas amanat yang berikan oleh Allah swt. Seperti yang di sebutkan hadist di atas.
Demikian terhadap pemimpin yang sengaja menghindar diri dari tuntutan
rakyatnya selama di dunia, maka di akhirat kelak tidak akan mampu menghindar
dari tuntutan Allah.
Islam telah menerangkan tentang pariwisata maka di kembalikan kepada
peraturan negara mengenai otonomi yang di berikan kepada daerah dan kota di
laksanakan dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya, nyata, dan
bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya
pelimpahan tanggung jawab akan di ikuti oleh pengaturan pembagian, dan
pemamfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah
barang tentu daerah - daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai
penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Daerah di beri hak dan wewenang
untuk menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri.9
Pengembangan pariwisata di pedesaan di harapkan menjadi suatu model
pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang
pariwisata. Pola pengembangan pariwisata haruslah memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap pembangunan nasional umunnya dan khususnya terhadap
kesejahteraan masyarakat, seperti termaktum dalam UU Nomor 10 Tahun 2009
tentang kepariwisataan yang mengatakan bahwa ”penyelenggaraan kepariwisataan
di tujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan
9Nining Yuningsih, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan
Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”, Skripsi (Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2005), h. 2.
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berusaha dan lapangan kerja, mendoronng pembangunan daerah, memperkenalkan
dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di indonesia serta memupuk rasa
cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa”.10
Pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui destinasi-destinasi wisata yang ada serta sumber daya
alam yang ada,11dan memperkenalkan daya tarik daerah dengan suasana dan
kondisi serta struktur dan nilai-nilai tradisional yang masih terjaga. Struktur sosial
yang mempunyai beberapa hal yang khusus, seperti ikatan yang  kuat dengan
keluarga, tingat ekonomi pada taraf menengah di beberapa kalangan orang, hidup
dalam kebudayaan lokal bukan dalam kebudayaan kosmopolitan seperti penduduk
kota dan cara hidup yang lebih layak meski dengan ritme lebih perlahan, ciri yang
dapat di kategorikan kepada penduduk yang bermukim di wilayah kelurahan
Gantarang.
Kelurahan Gantarang adalah 1 dari 6 Kelurahan dan Desa yang ada di
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Daerah yang berada di wilayah
dataran tinggi Kabupaten Gowa ini juga di sebut sebagai perbatasan antara Gowa
dengan Maros. Mempunyai keindahan alam yang masih alami seperti terdapatnya
dua destinasi air terjun yaitu air terjun balang bulan dan air terjun bulan.
Minimnya pembangunan dan pengembangan akan destinasi wisata ini, di tambah
kehidupan penduduk yang tradisional memberi alasan untuk pengembangan
pariwisata karena keinginan para wisatawan adalah melihat sesuatu yang berbeda.
10 Undang-undang  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11Mubyarto, Prospek otonomi daerah dan perekonomian di indonesia (Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta, 2010), h. 32-33.
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Pengelolaan akan membantu mempertahankan struktur sosial dan kebudayaan
tradisional suatu masyarakat.
Daya tarik Destinasi Air Terjun di Kelurahan Gantarang  sebagai wisata
tentunya mempunyai daya tarik yang besar. Hutan-hutan yang rindang dan
kesegaran udara sepanjang perjalanan menuju destinasi air terjun. “Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata bisa
di jelaskan sebagai segala sesuatu yang mepunnyai keunikan,kemudahan dan nilai
yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan
manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan”. Ketersediaan
destinasi wisata di Gantarang sendiri tidak dapat di pungkiri bahwa akan
mempengaruhi masyarakat khususnya di sektor perekonomiannya.
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang
“Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Destinasi Air Terjun di Gantarang
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dapat di ambil berdasarkan latar
belakang diatas sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan
Destinasi Air Terjun di Gantarang?
2. Apakah Faktor Penghambat Pengembangan Destinasi Air Terjun di
Gantarang?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan peneliti gunakan sebagai patokan adalah sebagai berikut :
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam
Mengembangkan Destinasi Air Terjun di Gantarang.
a. Untuk mengkaji Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan
Destinasi Air Terjun.
b. Untuk mengkaji Faktor Penghambat dalam Pengembangan Destinasi Air
Terjun.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah :
a. Penelitian ini di harapkan dapat meberikan kontribusi bagi khazanah
perkembangan ilmu pengetahuan, khusunya yang terkait dengan studi di
bidang kajian sosial dan politik serta kepariwisataan.
b. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang pengembangan
destinasi wisata.
c. Kegunaan secara praktis, penelitian ini di harapkan memiliki implikasi
langsung bagi pembacanya antara lain:
1) Sebagai bahan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih
memahami ilmu politik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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2) Memberikan konstribusi positif bagi masyarakat untuk memahami apa
yang sedang terjadi dan berkembang pada lingkungan (sosial budaya)
sekitarnya.
3) Sebagai bahan masukan dan saran bagi pemerintah tentang kaidah dalam
mengembangkan destinasi wisata daerah.
D. Tinjauan Karya Terdahulu
Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi
dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai
kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selainitu peneliti juga menggali
informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan
teori yang berkaitan dengan judul yang di gunakan sebagai landasan teori ilmiah.
Berikut adalah tinnjauan pustaka yang telah penulis kumpulkan, sebagai refensi
dengan karakteristik judul yang sama dengan judul peneliti.
1. ”Elit Lokal dan Otonomi Daerah (studi terhadap kebijakan pengembangan
pariwisata Birtaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto
Tahun 2012-2017)” oleh Asriwanti Sudirman
Hasil penelitian ini (1) Bagaimana peran elit lokal dalam
mengembangkan potensi obyek wisata yaitu dengan mengeluarkan peraturan
yang namanya RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah).
Adapun bentuk pengembangan yang di lakukan oleh pemerintah daerah yaitu
melakukan tahap perenovasian pada fasilitas yang sudah rusak setelah itu di
lanjutkan dengan promosi pada objek wisata serta pengelolaaan retribusi yang
memadai. (2) Saat ini peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Britaria Kassi
sudah menurun karena kurangnya wisatawan yang berkunjung ketempat ini
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dan para Elit Lokal dalam merealisasikan program-programnya itu kurang
efektif dan belum terlaksana 100%. Sedangkan untuk lembah hijau rumbia
Pengembangannya semakin meningkat dan hal ini meningkatkan ekonomi
lokal masyarakat sekitar.
Implikasi penelitian ini adalah (1) Elit Lokal baik pemerintah daerah
maupun masyarakat dalam hal ini di harapkan lebih memperhatikan apa saja
yang menjadi kebutuhan dan kekurangan pada obyek wisata tersebut agar tidak
tertinggal dengan objyek wisata yang lain, dengan memperhatikan faktor fisik,
supaya tidak merusak keseimbangan alam. (2) Pada obyek wisata Britaria
Kassi di tambahkan wahana agar lebih menarik para wisatawan dan seharusnya
pohon lontara menjadi primadona pariwisata karena pohon lontara salah satu
ciri khas yang ada di Jeneponto  sedangkan untuk lembah hijau Rumbia
sebaiknya pihak pemerintah segera melakukan kerja sama dengan pihak
pengelola.
Studi penelitian di atas berfokus pada kebijakan Elit Lokal dalam
mengembangkan obyek wisata dengan peraturan yang di keluarkannya.
Sedangkan peneliti ingin melihat Peran Pemerintah dan Faktor Penghambat
yang timbul dari pengembangan Destinasi Air Terjun berdasarkan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.12
12Asriwanti Sudirman. “Elit Lokal dan Otonomi Daerah (studi terhadap Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Britaria Kassi dan Lembah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto
Tahun 2012-2017)”. Skripsi. (Makassar: Fak Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Negeri
Alauddin Makassar, 2017), h. 10.
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2. “Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan
Selayar” oleh Nurul Sholeha.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa potensi objek wisata (bahari,
budaya dan alam) di kepulauan selayar, perlu di tingkatkan karena objek wisata
yang di kelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya objek
wisata bahari “Pantai Abaddilang” yang bekerjasama dengan masyarakat
sekitar dalam pemungutan retribusinya, objek wisata alam “Goa Tajuiya”
dijadikan masyarakat sekitar sebagai tempat pengambilan air bersih karena di
dalam goa tersebut terdapat mata air dan wisata budaya “Gong Nekara” yang
mengelola adalah masyarkat sekitar objek wisata yang di bawahi langsung oleh
cagar budaya makassar. Adapun kebijakan pembangunan pariwisata
Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menjadi priorotas utama.
Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki visi misi
khusus tentang pembangunan periwisata sehingga dalam pembangunan
pariwisata belum menjadi prioritas utamanya. Meskipun demikian pemerintah
daerah khsususnya dinas kebudayaan dan pariwisata akan selalu
mengembangkan dan melakukan promosi dalam rangka meningkatkan
pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.13
Studi penelitian di atas berfokus pada ruang lingkup yang lebih luas
yakni tingkat kabupaten serta kebijakan pembangunan pariwisata, perbedaan
dari peneliti di atas yaitu melihat Peran Pemerintah dan Masyarakat serta
Faktor Penghambat pengembangan Destinasi Air Terjun terkhusus destinasi
13 Nurul Sholeha. “Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di kabupaten
Kepulauan Selayar” , Skripsi (Makassar: Fak  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas
Hasanuddin, 2016), h. 12.
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wisata lokal yang ada di Kelurahan Gantarang terhadap kesejahteraan
masyarakat, berdasarkan UU No 10 Tahun 2009.
3. “Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(DISBUDPAR) Kota BukitTinggi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) oleh Rezi Kurnia Putri.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ini menarik kesimpulan bahwa
pengembangan Pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi
dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah berjalan dengan
baik, karena pengembangan pariwisata yang di lakukan oleh pemerintah tidak
hanya untuk meningkatkan pendapatan dari daerah dari sektor pariwisata saja,
tetapi dapat meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor lain penyumbang
pendapatan daerah. Kendala dalam melakukan pengembangan pariwisata oleh
pemerintah Bukittinggi ini adalah lahan yanng terbatas karena luas kota
bukittinggi yang kecil, dan juga masalah  anggaran dari APBD yang terbatas
dan anggaran tidak di cairkan pada awal bulan.14
Studi penelitian di atas lebih fokus terhadap pengembangan pariwisata
di buukittinggi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbedaan
peneliti di ambil dari segi Peran Pemerintah dan Masyarakat serta Faktor
Penghambat penegembangan Destinasi Air Terjun di Gantarang, apakah sesuai
dengan UU No 10 Tahun 2009.
4. “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran (studi kasus di
Kabupaten Pangandaran)” oleh Khairunisa Afsari Nurfadillah
14 Rezi Kurnia Putri, “Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(DISBUDPAR) Koota BukitTinggi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, Skripsi
(Padang: Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2015), h. 11.
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Hasil penelitian ini menunjukan, terdapat empat faktor yang menjadi
dasar dalam menentukan strategi pengembangan Pantai Pangandaran. Ke
empat faktor tersebut adalah kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman
dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata yang
kebermanfaatan kegiatan pariwisata sebesar-besarnya di peruntukkan bagi
masyarakat. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis ke empat faktor
tersebut di hasilkan 4 strategi yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST dan
strategi WT dengan strategi prioritas adalah strategi SO dan strategi WO.
Studi penelitian di atas berfokus pada area pantai dan memiliki fokus
yang hanya satu obyek wisata. Perbedaan dari studi penelitian di atas di mana
peneliti mengambil obyek wisata pada daerah pegunungan serta obyek wisata
yang di teliti terdapat dua obyek, yaitu dua Destinasi Air Terjun.15
5. “Strategi Promosi Wisata Pada Dinas kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Temanggung” oleh Farida Robithoh Widyasti.
Hasil penelitiian ini mneyimpulkan  bahwa; (1) pelaksanaan promosi
wisata sudah berjalan baik, walaupun belum sepenuhnya optimal; (2)
pengembangan wisata di Temanggung di dukung oleh program Dinas terkait
berupa kegiatan Rencana strategis (Resnstra) dan Rencana kerja (Renja) dalam
mempromosikan wisata menggunakan alat atau media promosi, seperti media
cetak, media elektronik, media promosi dan pameran wisata; (3)
penegmbangan wisata di Temanggung ternayata memiliki beberapa hambatan
antara lain: obyek wisata belum di tata dan di kelola dengan baik, alokasi
15Khairunisa Afsari Nurfadillah, “Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran:
Studi kasus di Kabupaten Pangandaran”, Skripsi (Bandar Lampung: Fak Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung, 2017, h. 3.
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anggaran dari pemerintah daerah yang masih terbatas, dan belum adanya
bagian khusus yang menangani masalah promosi wisata, misal bagian public
Relation ; (4) dinas terkait dan ppara stakeholder dunia pariwisata menempuh
beragam cara untuk mengatasi berbagai kendala yang di temui antara lain:
mengoptimalkan sumber daya yang ada serta menjalin kerja sama dengan
pihak/ instansi/ lembaga lain untuk mengembangkan pariwisata di
temanggung. Hal ini terbukti  berhasil, berdasarkan data yang ada tahun 2010
jumlah wistawan 258.467. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 314. 963
orang.
Studi di atas membuktikan bahwa mengelola dan mengembangkan
pariwisata sangatlah bagus terhadap perekonomian daerah dan masyarakat.
Perbedaan dari peneliti ialah peneliti baru akan melihat Peran Pemerintah dan
Masyarakat serta Faktor Penghambat pengembangan Destinasi Air Terjun
berdasarkkan UU Nomor 10 tahun 2009.16
Perbedaan antara kelima penelitian di atas dengan peneliti ialah terletak
pada letak geografis dan kondisi cuaca dari lokasi yang menjadi tempat
penelitian, dimana lokasi penelitian terletak di daerah pegunungan dan memilki
kondisi cuaca yang dingin serta keadaan dan keindahan alam yang masih
sangat alami.
16Farida Robithoh Widiyasti, “Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung”. Skripsi (Yogyakarta: Fak Ekonomi






Istilah peran banyak juga orang mengungkapakan dengan kedudukan
atau posisi ada juga yang mengungkapkan fungsi awalnya merupakan kata
function. Makna kata “peran” dalam kamus besar  bahasa Indonesia  (KBBI)
berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang
berkdudukan dimasyarakat. Suatu penjelasan uang menunjuk pada konotasi ilmu
sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang
ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Adapun penjelasan yang
lebih bersifat proporsional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu
batasan yang dirangcang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam
satu penampilan17.
Menurut Soerjono Soekanto  peran merupakan aspek yang dinamis
dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain.
Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola
pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menetukan apa
17Mohammad NurAris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi
Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman”, Skripsi, (Yokyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hokum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga. 2015), hlm. 11
17
yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan
pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.18
Menurut Kozier Barbar, peran adalah seperangkat tingkah laku yang
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang demi kedudukanya dalamsuatu
system. Peran dipengarui oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar
dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang
pada situasi sosial dan tertentu. Menurut harton dan hunt peran (role) adalah
prilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status.19 Pereek
mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi dan yang dijalankan oleh
seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia
duduki dalam system sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto
yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian
diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari
penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem
sosial tertentu20.
2. Kebijakan
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran
kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atauinstrumen
18 Ambar Kusumastuti,“Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Dikomunitas
Angklung Yokyakarta”,Skripsi,(Yokyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan,Universitas Negeri
Yokyakarta. 2014), h. 35
19 AmbaKusumastuti, “ Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja Dikomunitas
Angklung Yokyakarta”, Skripsi, h. 36
20 Kadek Sutrawati , “Peran Perangkat Desa Dalam Akutantabilitas Pengelolaan Dana
Desa Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo”, Skripsi,(Kendari: Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis, Universitas Halu Oleo. 2016), h. 14
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untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards dan
sanctions. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan action-
oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan
(blueprint for action), yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang
banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.
Kebijakan sengaja disusun dan di rancang untuk membuat perialku
orang banyak yang di tuju (kelompok target) me jadi terpola sesuai dengan bunyi
dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan
akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya kebijakan merupakan “model of
behavior” dalam rangka untuk menciptakan “model of behavior”. Di lihat dengan
cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural.
Sementara itu perancangan dan dan implementasinya adalah suatu proses kultural,
tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan
tujuan yang disadari (planned sociokultural change).
Secara substansial, kebijakan merupakan subjek kajian yang kompleks,
dinamis, dan tidak pernah jumud. Kajian kebijakan ialah mengenai bidang
kehidupan yang sangat luas, seluas masalah-masalah yang perlu di tangani oleh
suatu masyarakat. Kebijakan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, politik,
administrasi negara saja namun menyangkut bidang-bidang kehidupan sosial
seperti masalah penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornoaksi, pemukiman
liar, hak-hak masyarakat adat, pelanggaran hak asasi manusia, konflik etnik dan
keagamaan, perambahan hutan dan lain sebagainya.21
21Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Pernada Media
Gruop, 2012), h. 19-20.
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3. Otonomi Daerah
Perkataan Otonomi berasal dari bahasa yunani, Autonomous yang berrartii
peraturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut Encyoclopedia of
socialScience, pengertian otonomi adalah: the legal self siffysiency of social body
and its actual independence. Dengan demikian pengertian otonomi menyangkut
dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan
kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri (selft goverment).
Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonmi daerah pada hakikatnya adalah hak
dan wewenang untuk mengurus ruamh tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan
pembangunan yang di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa di perlukan otonomi daerah
tersebut. Pertama, political Ecuality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik
masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan
demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, Local Accountability yaitu
meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemrintah daerah dalam
mewujudkan hak dan aspirasi masyarkat di daerah. Hal ini sangat penting artinya
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan sosial di
masing-masing daerah. Ketiga, Local Responsivenes yaitu meningkatkan respon
pemerintah daeerah terhadap masalah - masalah sosial ekonomi yang terjadi di
daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan
upaya peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.22
22 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2014), h. 105-107.
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4. Kebijakan Pariwisata
Industri pariwisata nasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari
pemerintahan, penawaran, dan lingkungan. Permintaan merupakan suatu yang di
inginkan oleh wisatawan, suatu yang di cari oleh wistawan atau yang di inginkan
wisatawan. Permintaan ini di pengaruhi oleh faktor individual yaitu sososk
wisatawan, baik yang menyangkut demografis wisatawan (umur, jenis kelamin,
status sosial ekoonomi, pendidikan dan sebgainya), maupun psikografi,(sikap,,
gaya hidup, motivasi, bepergian dan minat wistawan). Jenis permintaan, keinginan
dan suatu yang di cari oleh wisatawan ini akan berbeda-beda tergantung dari
beberapa faktor di atas.
Sektor pariwisata merupakan salah satu instrument yang sangat effectif
dalam upaya untuk mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat,
serta dalam upaya penanggulangan/pengatasan kemiskinan. Dapat di sebutkan
demikian karena sektor pariwisata adalah sektor yang dapat di kembangkan oleh
daerah-daerah dengan potensi daerahnya masing-masing seperti potensi alamm
yang di milki, kerahgaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Di
samping itu apabila pariwisata dapat berkembang maka selain dapat menghasilkan
devisa untuk negara, membuka kesempatan kerja, devervikasi ekonomi, pariwisata
dapat memainkan peran multi player effect yaitu periwisata dapat menggerakkan
sektor lainnya seperti:  sektor perkebunan, peternakan, industri pakaian, industri
kerajinan, serta berbagai sektor jasa. Dampak positif lainnya dari pengembangan
sektor pariwisata dalam kehidupan sosial masyarakat adalah adanya kesadran
masyarakat akan poensi alam dan warisan budaya yang di milki, kesadaran akan
21
hidup bersih, meningkatkan wawasan serta informasi masyarakat tentang dunia
internasional, serta dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.
Pembangunan pariwisata pedesaan di harapkan menjadi suatu model
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan kebiijakan pemerintah
di bidang pariwisata. Pembangunan berkelanjutan di formulasikan sebagai
pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi
kemapuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Pembangunan dan pengembaangan yang telah di lakukan hendaknya mampu
berkelnjutan dan di pertahankan di masa depan. Keberlanjutan pariwisata tidak
mesti di wacanakan saja tanpa adanya suatu komitmen dari berbagai pihak untuk
mempertahankan keberlanjutan alam, sosial ekonomi maupun budaya masyarakat
sebagai modal dasar pariwisata. Menyatak dalam pariwisata  berkelanjutan,
penekanan berkelanjutan bahkan tidak cukup hanya berkelanjutan ekologis dan
kebrlanjutan ekonomi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan
kebudayaan, karena kebudayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat
penting dalam pembangunan kepariwisataan.23
5. Teori Pembangunan
Istilah pembangunan berasal dari kata “bangun” sebagai konsep.
Pemangunan mempunyai lima arti pertama, “sadar” atau “siuman,” kedua
“bangkit” atau “berdiri,” ketiga “bentuk (form),” keempat “membuat atau
mendirikan,” kelima “mengisi” atau “membina”.24 Pembangunan merupakan
konsep normative  yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa
23 Risma Handayani, Pembangunan masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin
University Press, 2014) h. 147-152.
24Talizidu Ndraha, Ilmu Pemeritahan Baru(Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003), h. 132.
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yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Menurut Todaro pembangunan
bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembanguan tersebut harus
melampui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia  bahwa pembangunan
ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan
kemiskinan, ketimpangan dan penganggura dalam konteks pertumbuhan ekonomi
atau ekonomi negara yang sedang berkembang.25
Menurut Arief budiman menjelaskan bahwa pentingnya teori pembangunan
dunia ketiga yaitu teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang
berkembang dalam sebuah dunia yang didominisi oleh kekuatan ekonomi, ilmu
pengetahuan dan militer negara-negara adikuasa kerena persoalan yang
dihadapnya berlainan. Adapun tiga kelompok teori yang perlu disampaikan dalam
penjelasan mengenai pembanunan di Negara dunia ketiga, Pertama, kelompok
teori modernisasi, teori modernisasi merupakan kelompok teori yang dominan
dalam mengkaji masalah pembangunan di dunia negara dunia ketiga.
Kedua,kelompok teori ketergantungan, teori ini merupakan reaksi terhadap teori
modernisasi, yang dianggap tidak menukupi, bahkan menyesatkan. Ketiga,
kelompok teori pasca ketergantungan, didalamnya terdapat teori system dunia
ataupun teori artikulasi. Teori pasca ketergantungan menolak teori ketergantungan
yang dianggap terlalu menederhanakan persoalan dalam pembangunan dunia
ketiga.26
25Nova Sulastri,“Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD Dalam Meningkatkan
Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotopute Kabupaten Muna”, Skripsi (Kendari:
Universitas Halu Oleo,2016), h. 15.
26Warjio, Politik Pembangunan (Paradox, Teori, Actor, Dan Ideology), Edisi pertama (
Cet.1 ; kencana : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h 162-163.
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Pembangunan daerah pedesaan merupakan bagian dari pembangunan
nasional dan pembangunan ini memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai
tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi,
politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembanguana pedesaan sangat
diperlukan untuk Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu
sebesar 60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka tinggal
di pedesaan.
Pembangunan dan pengembangan memiliki arti yang berbeda. Pembangunan
adalah mengadakan, membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, sementara
pengembangan ialah memajukan, memperbaiki, atau meningkatkan sesuatu yang
sudah ada.
Pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural development) menurut
Mosher dapat mempunyai tujuan yaitu: 1. Pertumbuhan sektor pertanian, 2.
Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri kedalam pola
utama kehidupan yang sesuai, 3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapat itu
dibagi-bagi kepada seluruh penduduk.27
Menurut Fellmann, pengertian pembangunan atau pengembangan adalah:
mengubah sumber daya alam dan manusia menjadi suatu wilayah atau  negeri
sehingga berguna dalam produksi barang. Serta, Melaksanakan pertumbuhan
ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam  tingkat produksi barang (materi) dan
konsumsi.
Adapun defenisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai
berikut; menurut Kartasasmita mengatakan  bahwa hakekat pembangunan nasional
27Jayadinata Johara T, Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, (Bandung; ITB. 2006),h. 1
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adalah manusia itu sendiri yang merupakan titk pusat dari segala upaya
pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan  dan kekuatanya
sebagai pelaksanaan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatanya
sebagai pelaksanaan dan penggerak pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat
bersama-sama Pemeritah terutama dalam memberikan bimbingan, pegarahan,
bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan
masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraanya. Suparno
mengaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang
sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban Pemerintah adalah
menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan
masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari
keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.28
Pembangunan pedesaan adalah menghilangkan dan mengurangi berbagai
hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan
keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai
hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.
















Secara sistematis metode penelitian yang akan di gunakan adalah
sebagai berikut:
A. Jenis dan Tipe Penelitian Kualitatif
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan
peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat
tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.29
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan
Bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan
Destinasi Air Terjun di Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten
Gowa dari sudut fakta secara faktual dan cermat.
B. Batasan Ruang Lingkup
Di dalam kajian ini, ingin melihat bagaimana Peran Pemerintah dalam
Mengembangkan Destinasi Wisata di Kelurahan Gantarang Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Penelitian ini hanya terbatas pada Peran
Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan Destinasi Aier Terjun di
Gantarang Kecamatan Tinggimoncong.
C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2018, waktu
pelaksanaannya memakan waktu kira-kira selama satu bulan. Tempat
29 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2009), h. 104.
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pelaksana penelitian ini berada di Kelurahan Gantarang Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
D. Subjek/Objek Penelitian
Untuk mengumpulkan data, telah di tentukan para Informan yang akan
memberikan informasi mengenai masalah yang di teliti.
Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan teknik
Purposive Sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata,
kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan
pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan
penelitian.30Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai
dengan masalah peneliti.
Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan
Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data
mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak.Artinya menentukan
informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.31
Sumber data dalam hal ini adalah informan, disini informan yang
dimaksud dalam wawancara penelitian ini yaitu:
1. Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan
30Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 85.
31Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik,
dan Ilmu Sosial lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), h. 107.
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- Ratnawati S.s, M.Ed. (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Gowa)
2. Pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong
- Al Azhar Ahmad S. Stp ( Sekretaris Camat Tinggimoncong)
3. Kepala Kelurahan Gantarang
- Muh Anzhary Haris S.STP (Lurah Gantarang)
4. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan Destinasi Air Terjun di
Kelurahan Gantarang
Penentuan objek dalam penelitian ini bertujuan agar dapat
mendapatkan data yang valid mengenai kejadian ataupun peristiwa yang
terjadi pada saat meneliti dilapangan demi mendapatkan data yang aktual.
E. Sumber Data
1. Data primer, data primer di kumpulkan melalui studi lapangan yang di
peroleh dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang di
lakukan secara mendalam.
2. Data sekunder, data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan dengan
melakukan berbagai metode seperti membaca buku, karya tulis ilmiah, dan
berbagai literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan
ini.32
32 Muhktar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah : Panduan Berbasis Penelitian
Kualitatif  Lapangan dan Perpustakaan (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 90.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian inimenggunakan dua teknik pengumpulan data,
yaitu:
1. Teknik Library Research
Library Research, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan
mengkaji buku dan literartur ilmiah yang berhubungan dengan masalah
peneliti.
2. Teknik Field Research
Field Research, yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan
untuk mendapatkan data dalam penelitian yang di bahas. Hal ini
menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Observasi
Adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang di lakukan
dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicara subjek
penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.33 Di mana peneliti dalam
hal ini melakukan sebuah pengamatan terkait dengan masyarakat, pemerintah,
relasi kepemilikan destinasi wisata. Dengan tujuan agar bisa mendapatkan
gambaran secara objektif.
b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsunng oleh pewawancara kepada Informan, dan teknik
wawancara yang di gunakan adalah wawancara yang mendalam. Penulis akan
secara langsung melakukan wawancara dengan key Informan yaitu dalam hal
33Muriyati, Samsuddin, dkk., pedoman Praktis metodologi Penelitian Internal:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, Pengembangan dan Mx Method, h. 55.
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ini orang yang di anggap paham dan mengetahui mmasalah yang akan di teliti
dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam.34
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik yang di gunakan untuk pengambilan
dokumen, baik dokumen yang di butuhkan secara langsung dan dokumen
secara tidak langsung. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, gambar, peta,
grafik, struktur organisasi, catatan-catatan dan sebagainya.35
G. Teknik Analisa Data
Dalam analisa data di lapangan menggunakan metode model Miles
Huberman.36Dimana model yang di perkenalkan yaitu menentukan waktu
penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisa data dan selama
melakukan wawancara peneliti suadah melakukan analisa terhadap jawaban
dari Informan.
Dari hasil observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan
pariwisata dan bagaimana Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam
Mengembangkan Destinasi Air Terjun serta Faktor Penghambat dalm
Pengembangan Destinasi Air Terjun tersebut, maka selanjutnya akan di
lakukan beberapa tahapan lagi dalam menganalisa data yaitu melalui:
34 Muhktar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah : Panduan Berbasis Penelitian
Kualitatif  Lapangan dan Perpustakaan, h. 89.
35 Muhktar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah : Panduan Berbasis Penelitian
Kualitatif  Lapangan dan Perpustakaan, h. 89.
36 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 246.
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1. Reduksi Data
Teknik reduksi data ini di gunakan ketika data yang di peroleh dari
lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu di catat secara teliti dan
terinci. Karena semakin lama masa penitian maka akan semakin banyak
pula data yang di dapatkan hingga yang di hasilkan permasalahannya
semakin rumit, oleh karena itu di perlukan reduksi data atau merangkum
data dengan memilih hal-hal yang pokok agar arah penelitian lebih
terfokus.
2. Penyajian Data
Setelah data di reduksi, maka di lakukan penyajian data dengan tujuan
agar lebih muda di pahami. Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.37
3. Verifikasi Data
Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan
kesimpulan yang di dapatkan di lapangan setelah pengumpulan data, maka
kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan
bisa jadi menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal namun
tidak di pungkiri mungkin juga tidak.38
37 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 246.
38 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 252-253.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
Otonomi Daerah yang sedang bergulir di Indonesia secara langsung
maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan
masyarakat, baik secara Nasional maupun Lokal. Salah satu yang harus dilakukan
dan sudah menjadi kebutuhan serta tuntutan umum adalah upaya untuk
mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparat pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, yang akan
berdampak bagi terciptanya kualitas pembangunan di daerah.39
Oleh karena itu pemerintah Kelurahan Gantarang dan masyarakatnya harus
mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif untuk menjadikan Kelurahan
Gantarang sebagai daerah tujuan pengembangan pertanian dan peternakan
sehingga proses pembangunan  Kelurahan  sejak dari perencanaan hingga proses
implementasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program
pembangunan di  Kelurahan  dapat terwujud. Kondisi tersebut didukung oleh
kondisi Kelurahan Gantarang sebagai daerah yang memiliki kondisi suhu yang
tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin sehingga menunjang
pembangunan, demikian pula dengan  Kelurahan yang ada di sekitarnya
disebabkan masyarakat Gantarang masih ada hubungan darah dengan  masyarakat
yang ada disekitarnya. Dari hal tersebut di atas didukung pula lahirnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.3 Tahun 2016 Tentang
39Data Keluraan Gantarang Tahun  2016-2021.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Peraturan
perundang-undangan ini membawa perubahan pada sistem perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah. Perubahan tersebut bersifat mendasar dan
menyeluruh, bukan hanya dalam tataran konsep namun juga dalam tataran
implementasi. Salah satu kewajiban pemerintah daerah yang diamanahkan di
dalamnya adalah penyusunan dokumen Rencana Strategis Pembangunan.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Rencana Strategi Pembangunan ditetapkan
dengan Keputusan Lurah setelah pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis
Pembangunan (Renstra) Kelurahan.40
Kelurahan Gantarang adalah 1 dari 6 Kelurahan dan 1 Desa yang ada di
kecamatan Tinggimoncong yang juga mempunyai sejarah masa lalu seperti juga
pada kelurahan dan desa lainnya yang dulunya Parigi dan mempunyai sturktur
pemerintahan yang diperintah oleh seorang kepala Kampung yang bergelar
Karaeng.
Pada tahun 1992 Gantarang mengalami perubahan sari satu Lingkungan
yang berada di Kelurahan Malino dimekarkan menjadi Kelurahan Gantarang yang
selanjutnya di pimpin oleh seorang Lurah. Selanjutnya pada tahun 2006 Kelurahan
Gantarang sendiri telah mengadakan pemekaran Kelurahan yaitu Kelurahan
Gantarang dan Kelurahan Garassi.Kelurahan Gantarang terdiri atas 3 (tiga)
Lingkungan yaitu : Lingkungang Gantarang. Lingkungan Lembang Panai dan
Lingkungan Lembang Bata, juga terdiri atas 6 (enam) RW dan 14 (empat belas)
RT.41
40Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
41Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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1. Letak Goegrafis
Kelurahan Gantarang secara geografis berada di ketinggian antara 800 dpl
(diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun
antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50 °C.
Secara administrasi Kelurahan Gantarang terletak di Wilayah Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, yang merupakan ibukota kecamatan dari 6
kelurahan dan 1 Desa. Wilayah Kelurahan Gantarang secara administrasi dibatasi
oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan tetangga.42
a. Demografi/Batas Kelurahan
1) Disebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Garassi
2) Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Malino
3) Disebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tombolo
Pao
4) Disebelah barat : Berbatasan dengan Desa Parigi
b. Jarak dari ibu kota Kecamatan 13 km.
Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 53 km.
Jarak  dari Ibu Kota Propinsi  63 km.
c. Luas Wilayah Kelurahan Dalam Tata Guna Lahan
Luas Wilayah Kelurahan Gantarang 1.150 Ha  terdiri dari :
1. Hutan Lindung : 497,4  ha
2. Sawah : 196,6  ha
3. Ladang :214  ha
42Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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4. Lahan tidur/ Penggembalaan : -ha
5. Pemukiman : 242  ha
d. Wilayah Kelurahan Gantarang terdiri dari 3 (Tiga) Lingkungan yaitu :
1. Wilayah Lingkungan Gantarang terdiri dari 2 ( dua ) Rukun Warga dan 5
(lima)  Rukun Tetangga (RT),
1) RK 01 Lewang 3 ( Tiga ) RT
2) RK 02 Pallappassang 2 (Dua ) RT
2. Wilayah Lingkungan Lembang Panai terdiri dari 3 ( Tiga ) Rukun  Warga  dan
7 ( Tujuh) Rukun Tetangga.
- RK 01 Lembang Panai 2 ( Dua ) RT
- RK 02  Seko 3 ( Tiga ) RT.
- RK 03 Lembang Barani 2 ( Dua ) RT
3. Wilayah Lingkungan Lembang Bata terdiri dari 2 (Dua)  Rukun Warga dan 4
(Empat) Rukun Tetangga.
- RK 01 Balla Beru 2 RT
- RK 02 Bontoralla 2 RT43
2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah
Wilayah Kelurahan Gantarang secara umum mempunyai  geologis berupa
daerah ketinggian dan persawahan,perkebunan serta hutan lindung yang
didominasi oleh jenis pohon Pinus.,spatu dea.  Selain itu, kondisi alam Kelurahan
Gantarang yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta
hutan yang masih asri dan memiliki sungai yang sangat cocok sebagai tempat yang
43Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi outbound. Kelurahan
Gantarang juga di kelilingi oleh beberapa Desa dan Kelurahan antara lain Desa
Parigi, Kelurahan Garassi, Kelurahan Malino.44
Kelurahan Gantarang secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur
semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun tanaman jangka
panjang.45
3. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu
wilayah dari pemerintahan Kelurahan Gantarang memiliki fungsi yang sangat
berarti terhadap kepentingan pelayanan mesyarakat, terutama berkaitan
hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya.
Struktur kepemimpinan Lurah Gantarang tidak dapat lepas dari struktur
administrasi Pemerintahan pada level di atasnya berdasarkan Perda Kabupaten
Gowa No.54 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Hal ini dapat dilihat pada
tabel dibawah.
NO NAMA JABATAN
1 MUH. ANZHARI.H,S.STP LURAH






44Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
45Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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6 KASI UMUM
Tabel 1.1 Nama-nama pejabat administrasi Kelurahan Gantarang
NO NAMA JABATAN
1 TAMRIN TIRO KETUA
2 RUDI, SE SEKRETARIS
3 BATING SAMA BENDAHARA
4 MUH YUNUS GODO SEKSI AGAMA







7 KARTINI YUSRAN SEKSI PENDIDIKAN
8 SUBHAN SEKSI KESEHATAN
9 UMMIATI DG BOLLO SEKSI KEPENDUDUKAN/KB
10 MARSUKI DG NAI SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
11 ISBAR
SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
DAN SENI
12 RUSLAN SEKSI KESATUAN BANGSA
13 MANSYUR DG LEWA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL










KETUA  RK 001 LEWANG
3 NAPPA KETUA ORT 001
4 JAYA NABA KETUA ORT 002
5 NOJENG KETUA ORT 003
6 RANNING RASYID KETUA  RK 002 PALLAPASSANG
7 BAHARUDDIN. H KETUA ORT 001
8 KULLE KETUA ORT 002
Tabel 1.3 Nama kepala lingkungan Gantarang dan ketua RK / ketua RT
NO NAMA JABATAN
1 AMIRUDDIN TOMPO KEPALA LINGKUNGAN
2 MANSYUR LALLO KETUA RK 001 BALLA BERU
3 SITONRA KETUA ORT 001
4 GILING KETUA ORT 002
5 M. KASIM NANNU KETUA RK 002 BONTORALLA
6 RAPI SABANG KETUA ORT 001
7 MINGGU ATI KETUA ORT 002
Tabel 1.4 Nama Kepala Lingkungan Lembang Bata dan Ketua RK / Ketua
RT
NO NAMA JABATAN
1 H.M. DG BELLA KEPALA LINGKUNGAN
2 BETA HUNGA KETUA RK 001 LEMBANG PANAI
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3 HERIANTO KETUA ORT 001
4 RUSTAN KETUA ORT 002
5 KARIM. K KETUA RK 002 SEKO
6 ABD SAMAD KETUA ORT 001
7 TOLA KETUA ORT 002
8 ALIMUDDIN KETUA ORT 003
9 ARDAN DG TUTU
KETUA RK 003 LEMBANG
BARANI
10 SAINUDDIN KETUA ORT 001
11 DUNI KETUA ORT 002
Tabel 1.5 Nama Kepala Lingkungan Lembang Panai dan Ketua RK / Ketua
RT
4. Demografis / Kependudukan
Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kelurahan Gantarang, jumlah
penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 1.504 Jiwa. Dengan
perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 770 Jiwa, sedangkan
berjenis kelamin perempuan 734 Jiwa.46
Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu terlihat dari laporan hasil
sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kelurahan Gantarang dalam
rangka penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) pada akhir bulan
maret 2016 dengan menggunakan alat kajian dengan system penjajakan pendataan
langsung di masyarakat dan di jadikan sebagai Bank Data Kelurahan, untuk
46Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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kepentingan pembangunan masyarakat, perkembangan penduduk Kelurahan
Gantarang yang setiap bulan disampaikan pada Pemerintah Kabupaten melalui
Kantor Camat Tinggimoncong. Sebagaimana data yang terdapat pada table di
bawah ini.
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%)
1 Laki-laki 779 Jiwa 51 %
2 Perempuan 734 Jiwa 49 %
T o t a l 1.504 100 %
Tabel 1.6 Jumlah kependudukan Kelurahan Gantarang
5. Aspek Sosial Budaya
Keaneka ragaman budaya yang dimiliki oleh Kelurahan Gantarang
merupakan keunikan yang tidak dimiliki oleh desa dan Kelurahan yang ada di
kecamatan Tinggimoncong,akan tetapi dengan adanya berbagai budaya dan suku
tersebut menjadikan Kelurahan Gantarang tetap aman dan kondusif. Keaneka
ragaman ini disebabkan karena Gantarang merupakan daerah kunjungan dari
berbagai daerah bahkan dari luar negeri hingga menetap serta banyak pula yang
beranak pinak di daerah ini.47
Kelurahan Gantarang merupakan pembauran dari berbagai daerah suku,ras
dan agama. Dimana agama Islam merupakan agama mayoritas di kelurahan ini dan
selalu hidup berdampingan dengan agama lain dengan penuh keakraban serta
saling toleransi di antara umat beragama. Dari latar belakang budaya, kita bisa
melihat aspek budaya dan social yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
47Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama
mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya
Makassar.48
Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi
ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini
menjelaskan mengapa peringatan – peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat
terutama Islam,  karena pemeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya
muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur
dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan
Maulid, Isra’ Mi’raj, kegiatan Assungka Bala, Appapole, ajjuru-juru, Appalili,
Accera anrong Pare, a’batu (kegiatan Irigasi pertanian).
Secara individual didalam keluarga masyarakat Gantarang, tradisi
Makassar lama dipadu dengan agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini
dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan
sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalnya.
Tradisi appassili’ dan assapu’ dilaksanakan pada saat usia kehamilan memasuki
usia tujuh bulan, akikah pada bayi baru lahir.
48Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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6. Visi, Misi dan Nilai-nilai di Kelurahan Gantarang.
1. Visi
Dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan  visi menjadi sangat
penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara
konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu
daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
realistis. Visi yang baik (vision of succses) merupakan suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan
sebuah daerah. Visi, di samping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi,
juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan
suatu daerah ke masa depan.49
Setelah melakukan survey asset atau potensi setiap Lingkungan di
Kelurahan Gantarang serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah
setiap Lingkungan maka secara umum Kelurahan Gantarang melalui
musyawarah di tingkat Kelurahan maka lahirlah beberapa uraian50
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan
(stakeholder) mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di
masa yang akan datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan
49Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
50Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki  Kelurahan Gantarang,
dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :
a. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun
non formal yang mudah di akses dan dinikmati seluruh warga masyarakat
tanpa terkecuali
b. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilka insan
Intelektual, insan Inofatif, dan Insan Interpreneur.
c. Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian Baik
Formal maupun Informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
d. Membangun dan medorong pembangunan Imfrastruktur yang menunjang
segala bidang usaha terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan,
dan perikanan.
e. Membangun dan mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik pada tahapan produksi
maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasarannya.
f. Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan disegala
bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi
keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya
g. Mengupayakan terciptanya pelayanan kesehatan yang memadai di semua
daerah-daerah terpencil
h. Menciptakan daya tarik Kelurahan untuk di kunjungi masyarakat dari luar
Kelurahan.
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i. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya local (Makassar) yang masih sangat
kental dan di pegang kuat masyarakat Kelurahan Gantarang
3. Nilai - Nilai
Misi pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas, dilaksanakan
dengan mengacu kepada nilai budaya lokal (Makassar) yang tumbuh dan
berkembang  secara turun temurun di masyarakat  Kelurahan Gantarang, nilai-
nilai dimaksud adalah :
1) Assamaturu
Nilai tersebut mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah
kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya
yang menyangkut hajat hidup orang banyak , harus diputuskan dan
disepakati secara bersama, karena hal tersebut yang akan mendorong setiap
orang untuk bergerak secara bersama.
2) Sipakatau, Sipakainga’ dan Sipakalabbiri’
Nilai ini mengedepankan saling memanusiakan, menghormati dan
saling memuliakan akan eksistensi dan jati diri setiap anggota atau
kelompok masyarakat. Di samping itu, nilai ini juga amat mementingkan
semangat saling intropeksi dan saling mengingatkan. Berdasarkan nilai
tersebut, setiap anggota masyarakat akan merasa diapresiasi setiap untuk
keterlibatannya dalam pembangunan daerah.
3) Siri’ na Pacce
Nilai ini membentuk  rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa
harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling
menghormati, saling menghargai, saling mengayomi. Dalam konteks
45
pembangunan, nilai ini dapat diartikan bahwa pemerintah bersama
masyarakat akan merasa “malu”  jika gagal membangun daerah dan
masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling
mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang
dicita-citakan.
4) Toddopuli
Nilai ini membentuk keteguhan, konsistensi dalam sikap dan
tindakan dengan senantiasa mengantisipasi segala tantangan dan hambatan,
serta tanggap atas perkembangan, tuntutan, dan kecenderungan arah
pembangunan daerah.
5) Akkontutojeng
Nilai ini mensyaratkan pentingnya kesamaan antara
ucapan/perkataan dan prilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk
kejujuran keteladanan, kebenaran  dan kepercayaan yang sangat
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
6) Insan Intelektual
Adapun maknanya bahwa Kelurahan Gantarang ingin membangun
manusia dan masyarakat yang tidak hanya pintar, tetapi membangu n
manusia dan masyarakat Kelurahan Gantarang yang mempunyai
kecerdasan dan kepribadian yang utuh. Kepribadian yang utuh dari
manusia dan masyarakat  Kelurahan Gantarang adalah manusia dan
masyarakat yang berwatak jujur, amanah, berbudaya dan beradab.
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Sehingga antara kecerdasan pikiran, kecerdasan hati dan perasaan bersatu
padu menjadi kecerdasan tindakan.
7) Insan Inovatif
Dalam penjabarannya bahwa Kelurahan Gantarang selain membangun
insan intelektual, diharapkan mampu membangun manusia-manusia yang
kreatif. Berangkat dari pembangunan intelektualitasnya, mampu
menemukan penemuan -penemuan baru disegala bidang yang bermanfaat
untuk kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat Kelurahan
Gantarang, maupun umat manusia secara umum.
8) Insan Enterpreneurship (Kewirausahaan)
Penjabarannya bahwa  Kelurahan Gantarang membangun manusia
dan warga masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja, mampu
membaca peluang kerja dan usaha, baik kerja dan peluang kerja yang baru
maupun yang sudah ada. Sehingga warga masyarakat  Kelurahan
Gantarang menjadi manusia dan warga masyarakat yang produktif. Pada
gilirannya terhindar dari pengangguran, kemiskinan dan kebodohan.51
B. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mengembangankan Destinasi
Wisata Alam di Gantarang.
1. Air Terjun Balang Bulan
Air Terjun Balang Bulan adalah air terjun yang berada di Lingkungan
Lembang Panai, salah satu lingkungan yang menjadi perbatasan antara
kelurahan gantarang dengan Desa parigi (satu-satunya desa yang terdapat di
51Data Kelurahan Gantarang Tahun 2016-2021.
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kecamatan tinggimoncong). Air terjun balang bulan merupakan air terjun
pertama yang dapat dijangkau pengunjung atau wisatawan saat memasuki
Kelurahan Gantarang. Beberapa pengembangan yang dilakukan  pemerintah
terhadap air terjun balang bulan sendiri antara lain :
a. Peran Pemerintah
Peran pemerintah daerah sebagai aktor yang terlibat dalam hal ini Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa, memberikan suatu gambaran
agar pengembangan sebuah pariwisata yang kemudian  menjadi layak untuk
dikunjungi oleh wisatawan, berikut hasil wawancara penulis terkait mengenai
pengembangan destinasi wisata alam di Kelurahan Gantarang bersama dengan
Informan yaitui Ibu Ratnawati selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:
“Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gowa di wilayah Kecamatan
Tinggimoncong merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (APD) melalui Sumber Daya Alam (SDA) yang
terdapat di daerah masing-masing, kami dari Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata juga melihat terlebih dahulu kelayakan Destinasi Wisata itu,
keindahan, infrastruktur,dan fasilitas yang ada”.52
Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata dengan pembangunan-
pembangunan sebagai penunjang dan pelengkap dari keindahan yang
dimilkinya, diperlukan sinergi masyarakat dan pemerintah yang lebih besar lagi.
Demi terealisasinya pengmbangan destinasi wisata di Kelurahan Gantarang,
pemerintah memberikan bantuan berupa:
52Ratnawati (38 Tahun), Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten
Gowa, Wawancara,    September 2018.
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1) Bantuan Anggaran Dana
Anggaran dana sebagai bantuan untuk mempermudah masyarakat
melengkapi fasilitas-fasilitas objek wisatanya, untuk wilayah-wilayah lain yang
memiliki objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di luar wisata
Malino seperti Destinasi Wisata Air Terjun Balang Bulan dan Air Terjun Bulan
di Kelurahan Gantarang yang memilki potensi besar untuk dikembangkan tapi
masih bertahapnya pembangunan baik dari segi anggaran masih belum
menyeluruh atau bertahap, sebagaimana yang dikatakan Ibu Ratnawati selaku
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa mengatakan
bahwa:
“Selama ini pengembangan objek wisata Air Terjun Bulan dan Air
Terjun Balang Bulan memang belum terealisasikan dengan baik,seperti
objek-objek wisata Air Terjun lainnya yang berada di Kecamatan
Tinggimoncong, karena pengembangan yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Gowa untuk Kecamatan Tinggimoncong hanya dalam
wilayah Malino seperti hutan pinus dan objek wisata yang ada di
Malino. Kebijakan Bupati di utamakan di wilayah Malino, kalau Wisata
Air Terjun Bulan dan Air Terjun Balang Bulan masih bertahap, jadi
bantuan seperti anggaran dana itu juga bertahap dan bergilir tergantung
usulan-usulan yang diajukan dalam Musrembang karena kita masih
menggunakan skala prioritas”.53
Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa
pengembangan pariwisata tetap dilaksanakan meskipun bertahap dan bergilir.
Oleh karena itu pemerintah setempat dan beserta masyarakat harus bekerja
keras demi mewujudkan pembangunan melalui pariwisata di Kelurahan
Gantarang.
53Ratnawati ( 38 Tahun), Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Kabupaten Gowa, Wawancara,    September 2018.
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Bantuan anggaran berupa dana oleh pemerintah Kab. Gowa selain untuk
memperbaiki fasilitas sarana maupun prasarana nantinya bertujuan agar
memperindah tatanan ruang wilayah Kabupaten Gowa seperti yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032: Tujuan
Penataan Ruang, Pasal 6 berbunyi: Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa
bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman,
produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industry,
jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan mendukung fugsi Kawasan Strategis
Nasional (KSN) perkotaan Mamminasata.
Kebijakan Penataan Ruang, Pasal 7 berbunyi: Untuk mewujudkan tujuan
penataan ruang sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan kebijakan
penataan ruang wilayah meliputi:
(a) Pengembangan system pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk
mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN perkotaan
Mamminasata.
(b) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki
(c) Peningkatan fungsi kawasan lindung
(d) Peningkatan sumber daya hutan produksi
(e) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan
(f) Pengembangan potensi pariwisata
(g) Pengembangan potensi pertambangan
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(h) Pengembangan potensi industry
(i) Pengembangan potensi perdagangan
(j) Pengembangan potensi pendidikan
(k) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.54
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini sebagai landasan Pemerintah
dalam setiap pengembangan yang dilakukan di wilayah Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, baik berupa bantuan-bantuan anggaran
berupa dana perbaikan fasilitas saran dan prasarana terhadap destinasi wisata
yang terdapat di wilayah Kecamtan Tinggimoncong.
Setiap pariwisata yang berada pada masing-masing daerah yang
mengalami proses pengembangan dengan melalui pembangunan-pembangunan
serta pembenahan-pembenahan fasilitas yang akan menunjang dan melengkapi
keindahan suatu destinasi wisata terwujud dengan  melalui bantuan-bantuan
baik berupa fisik dan non fisik dari pemerintah dan masyarakat sendiri, salah
satu contoh yaitu anggaran untuk mempermudah sebuah pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sesuai pengertian anggaran
adalah berupa bantuan dari instansi-instansi pemerintah ataupun instansi
lainnya yang terkait, bantuan baik berupan anggaran dana maupun berupan
bantuan bahan-bahan yang akan menunjang sebuah pembangunan. Di bidang
kepariwisataan sendiri khususnya pengembangan pariwisata yang dilakukan
pemerintah Kabupaten Gowa di Wilayah Kecamatan Tinggimoncong
khsusunya, pembangunan-pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk
melengkapi keindahan objek-objek wisata yang ada terus di benahi seperti
54Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.
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akses jalan, tatanan lingkungan sekitar wisata dan lain-lainnya. Pembenahan
ini dilakukan untuk menjadikan daerah-daerah di Tinggimoncong sebagai
destinasi wisata nasional. Tentunya pemerintah tidak serta merta melaksanakan
hal tersebut tanpa adanya bantuan berupa anggaran dana untuk melaksanakan
pengembangan tersebut. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana ini yang
dimlai dari daerah yang paling utama dan sekaligus mengawali program
pengembangan destinasi-destinasi wisata yang ada wilayah Kecamatan
Tinggimoncong.
2) Bantuan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pengembangan destinasi wisata Alam seperti Air Terjun, maka hal
utama yang harus dilakukan sebelum pengenalan sebuah objek wisata Air
Terjun seperti Air Terjun Balang Bulan tentunya yang paling utama dilakukan
ialah pembenahan sarana dan prasarana agar nantinya sesuai dengan harapan
pengunjung dan wisatawan.
Pengembangan yang dimaksud adalah perbaikan yang dilakukan
menyangkut jasa pengembangan objek wisata air terjun Balang Bulan agar
menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah melakukan pengembangan-
pengembangan dengan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana serta hal-hal
yang dapat menarik minat pengunjung.
Sarana dan prasarana adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi
pengunjung terhadap suatu objek wisata yang dikunjungi para wisatawan.
Seperti sarana atau prasarana yaitu akses jalan, perenovasian fasilitas yang
terdapat pada objek wisata agar lebih menunjang pesona dan keindahan objek
wisata itu sendiri. Kenyamanan dan kepuasan para pengunjung adalah standart
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sebuah kawasan wisata agar layak di katakan sebagai suatu kawasan objek
wisata yang llayak dikunjungi dan dapat menarik minat pengunjung.
Program pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan
Tinggimoncong daerah Malino Kabupaten Gowa seperti perbaikan kases jalan,
perenovasian fasilitas, dan sarana prasarana lainnya tentunya berimbas pada
wilayah lainnya yang ada di Kecamatan Tinggimoncong yang juga memilki
objek wisata. Seperti di Kelurahan Gantarang yang memilki dua Objek Wisata
Air Terjun, dimana salah satunya pada Air Terjun Balang Bulan yang saat ini
juga dalam tahap pengembangan.
Pariwisata memang bukanlah penyumbang terbesar dalam pendapatan
daerah, tetapi merupakan sektor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Suatu daerah dapat meningkatkan PAD dengan mengembangkan
potensi yang dimiliki suatu daerah tersebut, salah satu caranya yaitu dengan
mengembangkan potensi objek wisata. Penegmbangan ini yakni suatu proses,
cara, membuat atau membangun secara bertahap dan teratur dengan tujuan
yang dikehendaki. Pengembangan mengandung pengertian perbuatan atau
mengembangkan objek wisata yang dimiliki suatu daerah dalam rangka
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada proses peningkatan
Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan peran pemerintah. Karena dengan
adanya peran pemerintah pengembangan objek wisata Air Terjun Bulan dapat
terealisasikan dengan semestinya. Terealisasinya pengembangan akan dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat setempat
lebih kreatif dalam menjaga alam serta keindahannya, menciptakan
kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Seyogyanya telah di
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sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan: Penyelenggaraan kepariwisataan di tujukan untuk
meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha
dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan
mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa
cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa”.55
Berdasarkan Undang-undang yang tertera di atas, pemerintah memiliki
tugas atau pun kewajiban untuk mewujudkan hal tersebut demi terwujudnya
masyarakat yang lebih sejahtera, pemerintah memang sangat berperan penting
guna membantu masyarakat dalam pengembangan Destinasi wisata.
Merealisasikan Undang-undang di atas, pihak Pemerintah saat ini
mengawali dengan perbaikan akses jalan menuju objek wisata air terjun,
seperti yang di katakan Pemerintah setempat yaitu Bapak Lurah Gantarang:
“Selain memberikan dukungan dan arahan kepada masyarakat, pihak
pemerintah juga membantu pengembangan pariwisata dengan
memberikan bantuan anggaran dana, yang kemudian digunakan untuk
memperbaiki akses jalan menuju Air terjun dari jalanan yang berbatu
sampai dengan pelebaran dan pengecoran jalan, sertadan penyediaan
lahan kosong untuk peristirahatan dan tempat camp bagi pengunjung.
Meskipun pengecoran jalan belum optimal dan hanya mencapai 200
meter namun pihak pemerintah terus mengupayakan agar
pengembangan ini dapat terlaksana secara keseluruhan. Selanjutnya
kami terus melakukan koordinasi ke atasan dan menunggu arahan
selanjutnya”.56
55Undang-undang  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
56Muh. Anzhary Haris (26 Tahun), Lurah Gantarang, Wawancara, 4 September
2018.
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Pemerintah mulai mengembangkan destinasi air terjun dengan tahapan
pembangunan secara prioritas serta bertahap.
3) Mempublikasikan Destinasi Air Terjun
Pembenahan fasilitas sarana dan prasana, hal yang juga perlu
dilakukan dalam pengembangan destinasi wisata adalah mempublikasikan.
Mempublikasikan adalah upaya pengenalan yang dilakukan terkait Destinasi
Wisata Air Terjun Balang Bulan dengan menyebarkan informasi melalui
segala media sosial dan komunikasi kepada orang-orang banyak sehingga
segala hal yang ada dan menyangkut destinasi wisata ini dapat terekspose agar
menarik para pengunjung ataupun wisatawan. Misalnya melalui Fb, Wa,
Instagram dan Media Sosial lainnya, agar orang-orang dapat mengetahui
bahwa terdapat sebuah Destinasi Air Terjun di wilayah Gantarang yang
memilki keindahan alam yang masih alami di sekitarnya. Seberapapun indah
dan menariknya suatu Destinasi Wisata, namun tanpa pengenalan dari
pemerintah maupun masyarakatnya tersebut tidak akan di kunjungi oleh
wisatawan. Ungkapan Bapak Sekretaris Camat Tinggimoncong yakni Al
Azhar Ahmad :
“Selain fasilitas sarana dan prasaran yang harus di lakukan,
destinasi-destinasi wisata yang ada di Kecamatan Tinggimoncong
kami ekspos dan kami perkenalkan pada orang-orang banyak baik
melalui media sosial, seperti fb, wa, Instagram maupun media sosial
lainnya serta dalam pertemuan instansi-instansi pemerintahan agar
dapat membantu destinasi-destinasi wisata yang ada lebih di kenal
oleh orang banyak dan wisatawan, dengan mengiklankan destinasi
wisata yang ada memungkinkan untuk menarik minat pengunjung
pada destinasi wisata tersebut”.57
57 Al Azhar Ahmad (39 Tahun), Sekretaris Camat Tinggimoncong, Wawancara, 12
September  2018.
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Pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pihak pemerintah
tentunya membutuhkan peran pihak lain guna membantu dalam hal
mempublikasikan serta memperkenalkan pariwisata yang ada dengan
memanfaatkan teknologi yang ada.
Sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata seperti promosi
objek wisata air terjun yang masih dalam tahap pengembangan. Diharapkan
melalui program-program seperti ini, Air Terjun Balang Bulan dapat di kenal
dan menarik para pengunjung ataupun wisatawan dalam maupun luar negeri.
Di era modern ini dimana perkembangan teknologi yang semakin
pesat di iringi dengan kebutuhan masyarakat akan teknologi-teknologi
canggih, serba cepat dan praktis seperti kebutuhan masyarakat akan gadget,
seperti salah satu contohnya smartphone,notebook dan semacamnya yang
memudahkan masyarakat dalam mengerjakan segala sesuatu misalnnya
mengetahui keadaan keluarga, teman, beserta orang-orang lainnya di suatu
tempat atau daerah dari kejauhan dengan menelpon atau mengirim pesan dan
lain-lainnya. Selain fungsi  dari teknologi-teknologi canggih di era modern
seperti ini smartphone atau lebih dikenal masyarakat yaitu handphone (Hp)
selain berfungsi seperti di atas, juga dapat  di gunakan untuk mengambil
gambar sesuai dengan keinginan, merekam, beronline, chattingan dan lain-
lainnya, kebutuhan- kebutuhan seperti ini sangat memudahkan masyarakat,
seperti memperoleh informasi dan menyebarkannya.
Proses pengenalan Air Terjun Balang Bulan sendiri dengan melalui
alat-alat canggih di era modern seperti handphone (Hp) sudah pasti akan
memudahkan masyarakat khsusnya pemerintah untuk memperkenalkan atau
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melakukan promosi di segala macam media sosial, hal semacam ini tidak
hanya dilakukan oleh pemerintah Kecamatan melainkan tentunya dilakukan
juga pemerintah setempat di Kelurahan Gantarang, Lurah Gantarang dalam
upayannya untuk mempromosikan objek wisata di wilayahnya mengatakan:
“Memperkenalkan objek wisata tentunya sangat perlu dilakukan, baik
dari kalangan pemerintah maupun masyarakatnya, saya sendiri selaku
pemerintah setempat berupaya memperkenalkan, mempromosikan
objek wisata yang kami punya seperti air terjun yang ada di
Kelurahan Gantarang ini, dengan melalui media sosial, tidak hanya
melalui tetapi juga membuatkan spanduk penanda wisata dan
mengajak seluruh kalangan masyarakat terutama pemuda untuk
mempromosikan objek wisata yang ada, agar dapat dilihat dan
diketahui para pengunjung dan wisatawan diharapkan dapat
berkunjung kembali”.58
Berdasarkan wawancara di atas menyatakan bahwa pengenalan
destinasi wisata sangat membantu dalam pengembangan suatu objek wisata
tersebut karena melihat akan kepemilikan gadget dikalangan masyarakat itu
sangatlah besar dan selain itu lebih mudah dalam menyebarkan suatu
informasi seperti salah satunya objek wisata ke semua kalangan dan melalui
segala media sosial. Proses pengenalan destinasi air terjun melalui spanduk
penanda wisata dilakukan agar tereksposnya Destinasi Air Terjun di
Gantarang lebih merata.
Mewujudkan Kecamatan Tinggimoncong sebagai destinasi wisata
nasional maka sudah selayaknya pemerintah berperan besar dalam
mengembangkan pariwisata yang ada, dikarenakan Indonesia yang
berdasarkan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Kepala
Daerah di beri kesempatann dan kewenangan untuk mengurus urusan
58Muh. Anzhary Haris (26 Tahun), Lurah Gantarang, Wawancara, 4 September 2018.
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pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini di kenal dengan istilah otonomi
daerah.59Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan
yang mempunyai visi dan sebagiannya di rumuskan dalam bidang ekonomi,
mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional daerah, di pihak lain
mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan
kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di
daerahnya. Dalam kerangka ini memungkinkan lahirnya prakarsa pemeritah
daerah untuk menawarkan fasislitas investasi, memudahkan proses perizinan
usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran
ekonomi di daerah.60
Kebijakan perlu dalam mengoptimalkan pembangunan maupun
pengembangan dikarenakan suatu kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan
(blueprint for action), yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku
orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.  Secara substansial,
kebijakan merupakan subjek kajian yang kompleks, dinamis, dan tidak pernah
jumud. Kajian kebijakan ialah mengenai bidang kehidupan yang sangat luas,
seluas masalah-masalah yang perlu di tangani oleh suatu masyarakat.
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan
dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap
dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang
59Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 126.
60Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, h.
176-179.
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menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah
alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara
memberi rewards dan sanctions. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen
teknis, rasional dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. 61
Potensi wisata air terjun di Kelurahan Gantarang dalam
pengembangan fasilitas sarana dan prasaran yang dilakukan pemerintah belum
menyeluruh dilaksanakan antara Air Terjun Bulan dan Balang Bulan.
Pemerintah melihat selain anggaran yang menjadi kendala tersendiri,
pemerintah juga melihat jangkauan yang dapat lebih dahulu didapati oleh
pengunjung atau wisatawan. Air terjun balang bulan yang berlokasi pertama
dari Ibukota Kabupaten ketika memasuki daerah Kelurahan Gantarang
menjadi alasan utama Pemerintah lebih mengedepankan pengembangan air
terjun balang bulan.
b. Peran Masyarakat
Masyarakat menurut Znaniecki adalah sebagai suatu sistem yang
meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah
geografis tertentu pada suatu generasi. Dalam sosiologi masyarakat hanya
dibentuk dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu
organisasi. Tampak bahwa pendapat ini menunjukan pengertian masyarakat,
yaitu masyarakat itu tentu suatu kelompok yang tinggal pada suatu daerah
tertentu dalam lingkungan geografis tertentu dan kelompok itu merupakan
suatu sistem biofisik. Berdasarkan pengertian tersebut masyarakat bukanlah
kelompok yang berkumpul secara mekanis tetapi berkumpul secara sistematis.
61Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik,  h. 19-20.
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Manusia yang satu dengan yang lain saling memberi dengan lingkungannya
dan saling menerima.
Masyarakat ada juga yang dinamakan penduduk. Penduduk dapat
diartikan sebagai sekelompok orang yang mnempati suatu wilayah yang
bernama Negara. Secara sederhana penduduk adalah masyarakat yang
mengikatkan dirinya pada tatanan suatu negara. Misalnya penduduk Indonesia
adalah masyarakat yang berfikir tentang dirinya sendiri sebagai suatu
kelompok yang berbeda dengan kelompok penduduk pada suatu masyarakat
lain, seperti kelompok Jawa, Sunda, Banjar, Maluku dan Sasak merupakan
kelompok bagian dari penduduk Indonesia. Mereka secara relaitf mencukupi
kebutuhan diri sendiri sebagi suatu kelompok, yaitu mencukupi kehidupannya
dalam masyarakatnya terutama bercocok tanam yang ditopang
perindustrian.62Pengembangan sebuah pariwisata mengharuskan setiap
masyarakat mampu menumbuhkan sikap yang bisa menunjang pengembangan
yang dilakukan agar sinergi antara masyarakat dengan alam beserta
lingkungannya saling berkesinambungan. Sinergi yang dimaksud adalah
dimana masyarakat baik dari kalangan pemerintah dengan kebijakan-
kebijakannya terhadap pengembangan pariwisata dan masyarakat sebagai
pelaksana maupun penerima hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut..
Pemerintahan yang menerapkan pola demokrasi, tentunya melihat
bahwa posisi rakyat selain sebagai pendukung kebjakan publik (kebijakan
umum) yang di buat pemerintah, juga sebagai pihak yang memiliki hak
menuntut kepada pemerintah, jika kebijakan publik yang dibuat oleh
62Elli M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politiik, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2013), h. 7-8.
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pemerintah merugikan pada pihaknya. Dalam sistem pemerintahan yang
demokratis karena rakyat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan
umum, maka proses politik di dalam membuat kebijakan publik lebih bersifat
grass root (kebijakan publik yang dibuat dari aspirasi rakyat bawah). Aspirasi
rakyat tersebutlah yang dijadikan referensi dalam proses pembuatan kebijakan
publik.63
Proses dalam setiap sistem pembangunan dalam suatu negara ataupun
suatu daerah tidak terlepas dari tuntutan serta aspirasii dari masyarakat dan
juga dukungan  dari masyarakat, baik dari keputusan-keputusan dan
kebijakan- kebijakan yang mengikat dari pemerintah. Masyarakat tentunya
mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar untuk  mewujudkan suatu
pembangunan dalam suatu negara. Menurut Harold J. Laski: Negara adalah
suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuuasa dari pada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat merupakan
suau kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi
terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat juga di artikan
sebagai negara kalau cara hidup yang harus di taati baik oleh individu maupun
oleh asosiasi-asosiasi di tentukan oleh suatu wewenang yang bersifat
memaksa dan mengikat.64
Demi menciptakan suatu pembangunan yang berkesinambungan pada
suatu daerah maka dibutuhkan dukungan dari masyarakatnya, terlebih dari
63Elli M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politiik, h. 32.
64Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 48.
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pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah akan berdampak
pada masyarakat sendiri. Seperti halnya pembangunan dan pengembangan
pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa selain untuk
memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada juga dapat menambah
penghasilan daerah itu sendiri melalui Destinasi Wisata yang ada, salah satu
daerah yang mendapat imbas positif dari pengembangan yang di laksanakan
pemerintah Kabupaten Gowa di wilayah Kecamatan Tinggimoncong ialah
Kelurahan Gantarang yang juga memiliki destinasi wisata air terjun  yaitu Air
Terjun Balang Bulan dan Air Terjun Bulan yang sangat berpotensi untuk di
kembangkan.
Pemerintah sangat berharap kepada masyarakat Kelurahan Gantarang
agar dapat berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah, hal senada
dikatakan Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong yaitu Sekretaris Camat Al
Azhar Ahmad :
“Masyarakat harus lebih kreatif untuk membantu pembangunan dan
pengembangan pariwisata di masing- masing tiap daerah dengan
lebih meningkatkan gotong royong antar masyarakat, memperbaiki
fasilitas-fasilitas, menjaga dan mengelolah destinasi wisata yang
ada”.65
Ungkapan di atas dapat di artikan bahwa masyarakat sangatlah
dibutuhkan dalam proses pembangunan, apalagi sebagian besar masyarakat
Indonesia hidup di daerah pedesaan. Desa ataupun Kelurahan inilah potensi
sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) berada. Orientasi
pembangunan yang menititk beratkan pada daerah-daerah Pedesaan maupun
65Al Azhar Ahmad (39 Tahun), Sekretaris Camat Tinggimoncong, Wawancara, 12
September  2018.
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Kelurahan adalah suatu tindakan yang sangat strategis, karena secara langsung
maupun tidak langsung hal itu akan memberi dampak positif dan sangat luas.
Indonesia dengan pembangunan hampir menjadi kata kunci bagi
segala hal. Salah satunya pengbangunan pariwisata. Pembangunan yang
berhasil adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama termasuk
membangun bersama masyarakat sehingga dapat memberikan keuntungan
secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Selain
untuk memberdayakan masyarakat melalui pariwisata, meningkatkan peran
dan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan yang seimbang
kepada semua naggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada
dasarnya masyarakat itu sendiri berhak ikut serta dalam pengelolaan
pariwisata. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang kepariwisataan, dalam pasal 19 ayat 2 bahwa:Setiap orang atau
masyarakat dalam atau sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas
menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan pengelolaan.66
Dengan adanya Undang-undang ini menjadi landasan tentang hak
masyarakat dalam bersama-sama untuk mengelola pariwisata. Pengelolaan
yang baik dari masyarakat dapat menumbuhkan sikap peduli kepada alam
terlebih lagi terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh
setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya
kretifitas dan mampu menunjang produktifitas suatu individu.
Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip
pengembangan adalah Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang
66Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 19 ayat 2.
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Kepariwisataan (pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan
atas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) yang diwujudkan melalui
pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan
keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan
manusia untuk berwisata). Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan
berdasarkan rencanan induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas
rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk
pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan
kkepariwisataan kabupaten/kota. 2) pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka
panjang nasional. Pasal 11 pemerintah berdasarkan lembaga yang terkait
dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta Pasal
12: (1)  Aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata). 67 Peran
masyarakat yaitu:
1) Memperbaiki Fasilitas Sarana dan Prasarana
Objek wisata yang layak dikunjungi serta menarik minat pengunjung
selain karena pesona Alamnya yang indah melainkan tersedianya fasilitas
yang mendukung yang ada pada setiap objek wisata. Dalam pengembangan
yang di artikan dari kata kerja yaitu berkembang yang berarti mekar terbuka,
menjadikan besar, menjadikan maju. Sebagaimana pengembangan yang
dimaksud adalah menjadikan destinasi wisata lebih baik.
67Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pasal  6, 8, 11, dan 12.
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Usaha awal yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Lembang
Panai dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada di daerahnya sendiri
yaitu Air Terjun Balang Bulan dari pembukaan akses jalan setapak yang
sudah terjadi pada tahun 1983,yang baru pada  tahun 2016 lalu telah di
resmikan oleh pemerintah setempat sendiri hingga sekarang juga masih dalam
tahap perbaikan. Menurut penuturan salah seorang masyarakat Lingkungan
Lembang Panai yang menjelaskan secara rinci tentang Air Terjun Balang
Bulan tersebut  yaitu M. Dg. Lewa mengatakan:
“Sebenarnya pembukaan jalur menuju Air Terjun ini sudah dilakukan
masyarakat sejak tahun 1983 silam, namun pembukaan jalur ini
sebelumnya hanya untuk masyarakat lokal yang ingin menikmati
permandian di Air Terjun Balang Bulan, menangkap ikan di air terjun
dan sekitarnya. Namun semenjak adanya pengembangan pariwisata
yang dilakukan pemerintah pada Tahunn 2016  masyarakat secara
gotong royong kembali memperbaharui jalan yang bersama pada saat
itu oleh KKN Unifa memperbaharui serta memperbaiki akses jalan
menuju Air Terjun, mengadakan penanda tempat wisata dan sekaligus
peresmian oleh Lurah setempat”.68
Kekayaan alam yang sangat mendukung terhadap pembangunan
ekonomi suatu daerah, mewujudkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang stabil
melalui pengembangan pariwisata serta sumber daya alam yang ada biisa
terwujud melalui kerjasama antara semua kalangan baik dari segi pemerintah,
seluruh lapisan masyarakat dalam membuka peluang destinasi wisata air
terjun yang ada di daerahnya.
Walaupun dalam ritme yang lambat pengembangan pariwisata tetap di
jalankan. Masyarakat Kelurahan Gantarang terus melakukan perbaharuan-
perbaharuan yang akan menunjang pengembangan pariwisata yang ada
68M. Dg Lewa (48 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Lembang Panai, Wawancara,
11 September 2018.
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Kecamatan Tinggimoncong khususnya yang ada di Kelurahan Gantarang.
Masyarakat juga dalam hal ini sudah berfungsi dalam pengambilan perannya
sendiri, sebagaimana pengambilan peran (role taking) proses pengambilan
peran yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari suatu
tempat atau sisi oarng lain di mana dari dia kita memperoleh respons. Dalam
proses pengambilan peran, sesorang menempatkan dirinya dalam kerangka
berfikir orang lain.69
Tahap demi tahap di lakukan masyarakat setempat guna menunjang
pengembangan pariwisata di Kelurahan Gantarang, seperti yang terjadi
terhadap destinasi wisata Air Terjun Balang Bulan di Lingkungan Lembang
Panai dari pembaharuan kembali jalan setapak di tahun 2016 lalu dan
kemudian sekarang telah dilakukan perbaikan akses jalan menuju air terjun
secara swadaya dari masyarakat, seperti yang di katakan oleh Kepala
Lingkungan Lembang Panai Bapak H. Massuraya Dg. Bella :
“Perbaikan akses jalan menuju air terjun balang bulan di lakukan
oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap
pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah. Dari jalan
setapak kemudian pelebaran jalan, jalanan berbatu dan pengecoran
dua jalur, pengecoran satu jalur sepanjang 200 meter dilakukan
masyarakat secara swadaya dan satu jalurnya dlakukan masyarakat
secara gotong royong dari bantuan dana pemerintah. Perbaikan jalan
menuju Air Terjun Balang Bulan terus di upayakan masyarakat
setempat agar potensi wisata menjadi lebih layak lagi untuk di
kunjungi para wisatawan nantinya”.70
Fasilitas sarana dan prasarana yang baru terlaksana di Kelurahan
Gantarang selain pembenahan akses jalan untuk mempermudah perjalanan
69Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), h. 57.
70Massuraya Dg Bella (49 Tahun), Kepala Lingkungan Lembang Panai, Wawancara, 6
September 2018.
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para pengunjung dan wisatawan yang hendak berkunjung, papan penanda
tempat wisata juga diadakan oleh masyarakat lingkungan lembang panai guna
sebagai penunjuk arah menuju lokasi destinasi air terjun yang akan
dikunjungi.
2) Promosi Destinasi Air Terjun
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat struktur sosial yang
dipahami sebagai suatu bangunan yang terdiri atas berbagai unsur pembentuk
masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain
secara fungsional. Artinya, kalau terjadi perubahan salah satu unsur, maka
unsur yang lain akan mangalami perubahan juga. Unsur pembentuk
masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota
masyarakat, tempat tinggal, atau lingkungan kawasan yang menjadi tempat di
mana masyarakat itu berada, juga kebudayaan, serta nilai norma yang
mengatur kehidupan bersama tersebut.
Tiap unsur tersebut akan membentuk sistem atau pola hubungan yang
menjadi roh  dari struktur tersebut sekaligus menunjukkan dinamika sosial
yang terjadi di dalamnya. Hubungan antar individu menghasilkan pola
hubungan yang ada, dalam bentuk status dan peran masing-masing. Hubungan
antar individu dan kelompok akan memunculkn proses sosial dan juga pola
interaksi yang ada. Sementara itu, hubungan antar manusia dengan
lingkungannya akn menimbulkan kebudayaan baik yang bersifat imateriel
maupun kebudayaan materiel.71 Dalam mewujudkan suatu pembangunan,
71Elli M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politiik, h. 30
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jelas bahwa setiap unsur memiliki peranan di dalamnya. Demikian halnya
terhadap pengembangan pariwisata demi untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah masing-masing melalui Sumber Daya Alam yang ada, maka semua
unsur masyarakat harus terlibat untuk memperkenalkan kekayaaan dan
keindahan alam yang  daerahnya miliki. Masyarakat Kelurahan Gantarang
juga ikut serta membantu pemerintah dalam proses promosi atau
mengiklankan Destinasi Air Terjun di Gantarang, selaras dengan ungkapan
salah seorang masyarakat dari kalanganpemuda yaitu saudara Akmal
mengatakan bahwa:
“Peran masyarakat tidak hanya membantu dalam membenahi akses
jalan dan fasilitas lainnya, sebagai pemuda harus berupaya agar
Destiinasi wisata yang ada di daerah dapat di ketahui oleh orang-
orang di luar sana sehingga wisata-wisata di Kelurahan Gantarang
juga kenal oleh para pengunjung Destinasi Wisata. Salah satu yang
kami lakukan mengiklankannya atau mempromosikannya ke teman-
temanbaik kampus maupun pemuda-pemuda yang terhimpun dalam
organisasi kepemudaan baik secara langsung maupun melalui media
sosial seperti facebook, wathsaap, instagram dan media sosial
lainnya”.72
Salah satu cara yang dapat dilakukan agar destinasi wisata tersebut
bisa dikenal oleh masyarakat luar memang perlu dipromosikan dan membuat
iklan yang menarik kemudian dimasukkan ke beberapa sosial media. Iklan
yang menarik dalam mengambil gambar destinasi wisata yang ada itu sangat
diperlukan agar bagiamana orang yang melihat atau membaca iklan tersebut
tertarik untuk datang melihat keindahan air terjun yang ada.
72Akmal (23 Tahun), Tokoh Pemuda Lingkungan Lembang  Panai, Wawancara, 11
September 2018.
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3) Mengelola dan Menjaga Destinasi Wisata
Menyelaraskan pembangunan dengan melihat jangka panjang dan
hasil yang akan di capai, semua pembangunan yang terlaksana untuk
menunjang pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dari kontribusi
pemerintah serta masyarakat daerah itu sendiri. Kesadaran masyarakat serta
pemerintah dalam meraih kesejahteraan, pembangunan ekonomi, manusia dan
lingkungan hidup dan berkelanjutan.
Pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang
dikembangkan maka diperlukan pengelolaan yang bagus antara pemerintah
dan masyarakat. Masyarakat dalam mengelola pariwisata dan menjaga
destinasi wisata yang ada maka perlu dorongan pemerintah dalam membantu
masyarakat dalam menjaga pariwisata teresebut. Pentingnya pariwisata dalam
memberikan konstribusi terhadap suatu daerah, maka pariwisata tersebut
harus dikelola dan dijaga dengan baik agar para pengunjung atau wisaatwan
yang ada ke tempat wisata tersebut merasa puas melihat keindahan air terjun
yang ada di Kelurahan Gantarang.
Salah satu bentuk pengelolaan terhadap pariwisata agar tetap terlihat
indah dan banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu perbaikan sarana dan
prasana wisata, menjaga kebersihan air terjun. Kebersihan merupakan hal
yang perlu dijaga agar air terjun tetap terlihat indah dan baik pengunjung
wisatawan yang berkunjung ke air terjun tidak merasa bosan. Peran
masyarakat sekitar memang berperan paling utama dalam penjagaan
kebersihan air terjun, setiap hari sabtu dan minggu maka dilakukan kerja bakti
oleh masyarakat untuk membersihkan keluraan dan sekitaran air terjun.
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Kepala Lingkungan dan Pemerintah setempat juga turut andil dalam kerja
bakti yang dilakukan karena tanpa dorongan dari Pemerintah setempat
masyarakat tidak terasa optimal melakukan kerja bakti, maka Pemerintah
setempat dan masyarakat memang harus selalu bersinergi dalam melakukan
pengelolaan dan menjaga air terjun yang ada.
2. Air Terjun Bulan
a. Peran Masyarakat
Air terjun bulan (tangga seribu) yang berada di Lingkungan Lembang
Bata yang berjarak -+ 1 km dari jalan perkampungan sudah sejak dulu di kenal
oleh masyarakat dan wisatawan dari luar. Infrastruktur dan fasilitas yang minim
terhadap destinasi wisata air terjun bulan merupakan situasi yang sering terdapat
pada sebuah Destinasi Wisata yang baru akan di benahi.
1) Membuka akses jalan
Akses jalan menuju destinasi wisata air terjun bulan yang berjarak -+ 1
Km merupakan usaha awal masyarakat Lingkungan Lembang Bata untuk
mengembangkan Destinasi Air Terjun Bulan yang ada di daerahnya, karena
pengembangan yang dilakukan pemerintah masih bertahap dan belum
menyeluruh terhadap destinasi-destinasi yang ada di Kelurahan Gantarang.
Bertahapnya pengembangan terhadap objek wisata di Kecamatan
Tinggimoncong khususnya Kelurahan Gantarang menyebabkan masyarakat
setempat lebih berperan besar guna objek-objek wisata yang ada menjadi lebih
layak. Fasilitas Sarana dan prasarana seperti akses jalan, kamar mandi/wc
umum serta tempat peristrahatan yang layak bagi para pengunjung merupakan
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suatu kebutuhan dan kepuasan tersendiri bagi para wisatawan selain keindahan
objek wisatanya.
Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam proses pengembangan
destinasi wisata. Selain masyarakat mengetahui tentang permasalahan dan
kepentingan mereka, masyarakat juga memahami keadaan serta kondisi
lingkungan dan perekonomiannya.. Dalam mengembangkan destinasi Air
Terjun Bulan, masyarakat setempat melakukan gotong royong secara swadaya
membuka akses jalan setapak agar dapat diakses masyarakat lokal dan non
lokal. Seperti yang dikatakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di sekitar
Air Terjun Bulan Lingkungan Lembang Bata yaitu S. Dg Ngiimba Selaku Kord.
Forum Lembang Bata mengatakan:
“Pembukaan jalan sebenarnya sudah dlakukan dari beberapa tahun
lalu, hingga sekarang masih terus memperbaharui jalan setapak agar
jangkauan menuju Air Terjun lebih mudah dilalui”.73
Usaha masyarakat untuk membuka tempat wisata air terjun  bulan (
tangga seribu) dengan gotong royong baru berupa perintisan jalan setapak yang
selalu diperbaharui masyarakat lingkungan lembang bata, sebagai usaha awal
masyarakat dalam pengembangan potensi Air Terjun Bulan.
C. Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Gantarang
Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada setiap daerah yang
menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin pada suatu wilayah, yang
telah menjadi rancangan dari pemerintah untuk setiap masyarakat. Pembangunan
dalam setiap bidang kehidupan untuk melengkapi sarana prasarana yang telah
ada disetiap daerah, seperti pengembangan pariwisata yakni pengembangan
73S. Dg Ngimba (46 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Lembang Bata, Wawancara,
11 September 2018.
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destinasi-destinasi wisata lokal yang memilki potensi yang besar bagi
kelangsungan hidup masyarakat.
Wisata yang saat ini merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk
mengurangi kejenuhan dari rutinitas kegiatan sehari-hari. Aktivitas yang
membuat orang menjadi jenuh dan merasa penat, oleh karena itu dengan
melakukan kegiatan wisata  mereka berharap segala kejenuhan yang sudah
dilakukan dapat hilang dengan melakukan kegiatan wisata. Pitana Diarta
mengatakan bahwa pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi
di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberaapa
tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata
sebagai sektor unggulan dalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja
maupun pengatasan kemiskinan.74
Objek wisata Air Terjun Bulan dan Balang Bulan yang berada di
Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa merupakan
destinasi wisata yang memilki potensi yang besar untuk mendapatkan
pengembangan karena selain untuk meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat, juga dapat memberi motivasi tersendiri bagi masyarakat setempat
untuk lebih sadar akan alam sekitarnya. Selayaknya pemerintah, Bapak
Amiruddin Tompo selaku Kepala Lingkungan Lembang Bata Kelurahan
Gantarang mengatakan:
Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kelurahan
Gantarang melihat bahwa dengan pengembangan pariwisata maka
masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomiannya, masyarakat
74Sony Nugratama, Depita Pebriani,“Faktor Penghambat Perkembangan Objek Wisata
Taman Buaya di Kabupaten Bekasi”,Jurnal. RegionVolume V No. 1 (2013): h. 1.
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lebih mandiri dan lebih menjaga alam sehingga dapat menjadi
penambah penghasilan masyarakat sendiri.75
Ini menggambarkan harapan sekaligus dukungan masyarakat di balik
pengembangan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Gowa di sektor
Pariwisata. Dalam setiap pengembangan pariwisata tidak hanya dikarenakan
dorongan terhadap masyarakat untuk berupaya mengembangkan setiap potensi
alam yang terdapat di wilayahnya, melainkan setiap pembangunan yang
terlaksana yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat terdapat juga
didalamnya sebuah tantangan maupun hambatan-hambatan yang dialalui dalam
setiap pembangunan yang dilaksanakan. Adapun hambatan-hambatan yang
terdapat dalam pengembangan pariwisata di Kelurahan Gantarang:
1) Letak Objek Destinasi Air Terjun
Secara geografis letak objek wisata air terjun di Kelurahan Gantarang,
dimana air terjun Bulan yang berjarak -+ 1 km dan Air Terjun Balang Bulan
yang berjarak 2 km dari permukiman warga. Lokasi wisata sangat penting
dalam mengembangkan wisata yang ada, apabila dilihat dari jarak masing-
masing objek wisata masih menjadi kendala tersendiri. Jarak yang terlalu jauh
akan bermaslah bagi wisatawan yang akan berkunjung terlebih lagi jika tidak di
tunjang dengan aksebilitas yang baik. Senada yang dikatakan oleh Lurah
setempat yaitu:
Para pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung kesetiap
Destinasi-Destinasi Wisata pasti akan memperhitungkan letak objek
wisata yang akan dikunjunginya, memang sudah jadi kendala tersendiri
bagi pemerintah dan masyarakat setempat mengenai pengembangan
yang dilakukan terhadap objek wisata air terjun yang ada di Kelurahan
Gantarang ini. Namun dalam kesempatan yang ada ini kami tetap
75Amiruddin Tompo (38 Tahun), Kepala Lingkungan Lembang Bata, Wawancara,  6
September  2018.
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berupaya agar kendala seperti ini dapat berkurang dengan
memperbaiki akses jalan menuju air terjun tersebut secara bertahap.76
Upaya-upaya tetap dilakukan pemerintah beserta masyarakat di
Kelurahan Gantarang agar Destinasi Air Terjun dapat lebih mudah untuk di
akses tanpa memperhitungkan letak objek wisata tersebut. Kondisi ini memang
menjadi kekurangan dari suatu destinasi wisata nantinya jika tidak
diperhitungkan oleh pemerintah beserta masyarakat setempat.
2) Akses Jalan Menuju Objek Destinasi Air Terjun
Pengembangan pariwisata yang menggunakan potensi-potensi alam
yang ada pada masing-masing daerah sangatlah memungkinkan untuk
masyarakat lebih berfikir secara luas dalam mengelola dan menjaga alam serta
menggunakan objek-objek wisata yang berpotensi. Selain letak  objek wisata
pemerintah beserta masyarakat juga perlu memperhatikan akses jalan yang akan
dilalui oleh para pengunjung demi terciptanya suatu rasa yang nyaman dari para
wisatawan yang hendak berkunjung.
Faktor jarak dan aksebilitas sangat penting dalam merencanakan sebuah
lokasi menjadi objek wisata di Kelurahan Gantarang, jika dilihat dari jarak dari
masing-masing objek wisata yang terlalu jauh untuk para pengunjung lokal
daerah setempat maupun pengunjung dari luar daerah tersebut. Di samping itu
akses jalan menuju lokasi objek wisata air terjun di Kelurahan Gantarang masih
terbatas dan masih belum bisa di akses secara penuh dengan menggunakan
kendaraan bermotor. Seperti yang dikatakan Bapak Lurah Gantarang:
“Akses jalan menuju objek wisata air terjun memang masih belum
optimal seperti pada Air Terjun Bulan yang ada di Lingkungan Lembang
76Muh. Anzhary Haris (26 Tahun), Lurah Gantarang, Wawancara, 4 September 2018.
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Bata yang masih menggunakan jalan setapak yang hanya bisa dilalui
dengan jalan kaki dan Air Terjun Balang Bulan di Lingkungan Lembang
Panai yang separuh jalannya sudah bisa dilalui oleh kendaraan
bermotor namun separuhnya lagi masih jalan setapak di karenakan
pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah di Kecamatan
Tinggimoncong yang masih bertahap:.77
Bapak Lurah Gantarang menambahkan bahwa :
“Situasi dan kondisi yang terletak di medan yang wilayahnya rawan
longsor”
Kondisi ini perlu di evaluasi berkaitan dengan aksebilitas menuju lokasi
objek wisata. Sinegritas pemerintah dan masyarakat memang sangat dibutuhkan
agar dapat menunjang pengembangan pariwisata di Kelurahan Gantarang
melihat situasi objek wisata.
3) Bantuan Anggaran Yang Masih Bertahap
Anggaran merupakan penunjang yang sangat penting dalam setiap
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, tidak terkecuali pengembangan
pariwisata, seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa terhadap
pariwisata yang ada di Kecamatan Tinggimoncong. Pengembangan yang
dilakukan untuk menjadikan destinasi-destinasi wisata yang ada di
Tinggimoncong sebagai Destinasi Wisata Nasional Kabupaten Gowa ini tidak
terlepas dari bantuan anggaran berupa dana sebagai penunjang pengembangan
pariwisata tersebut. Dimulai dari perbaikan sarana prasarana yang melengkapi
objek-objek destinasi wisata  yang ada, pengembangan ini tentunya berdampak
terhadap seluruh daerah-daerah di wilayah Kecamatan Tinggimoncong yang
memilki objek-objek destinasi wisata. Meskipun belum menyeluruh, upaya
77Muh. Anzhary Haris (26 Tahun), Lurah Gantarang, Wawancara, 4 September 2018.
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pengembangan tetap dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa dikarenakan
anggaran dana yang dikeluarkan untuk objek-objek destinasi wisata yang ada
masih bertahap. Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa
yaitu Ibu Ratnawati mengatakan :
“Pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa untuk
Kecamatan Tinggimoncong, dari segi anggaran dana sesuai Kebijakan
Bupati Gowa untuk objek-objek wisata selain wilayah Malino seperti
Wisata Air Terjun Bulan Dan Air Terjun Balang Bulan di Kelurahan
Gantarang itu masih bertahap dan bergilir tergantung usulan-usulan
yang diajukan dalam Musrembang karena kita masih menggunakan
skala prioritas”.78
Pernyataan di atas mengatakan bahwa pengembangan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Gowa di Sektor Pariwisata di Kecamatan
Tinggimoncong memang sudah mendapat anggaran namun anggaran dana yang
di keluarkan pemerintah belum merata ke semua daerah-daerah yang memilki
potensi wisata. Ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat
setempat yang juga memiliki objek wisata yang layak untuk mendapat
pengembangan. Seperti di Kelurahan Gantarang dengan potensi wisata Air
Terjun yang terdapat di dalamnya. Terkendala dari segi anggaran dana
menyebabkan pembangunan sarana prasarana objek wisata air terjun Kelurahan
Gantarang belum optimal.
78Ratnawati ( 38  Tahun), Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten





1. Pengembangan Destinasi Air Terjun sebagai salah satu penunjang
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya alam yang
terdapat di Kelurahan Gantarang. Daerah yang memiliki potensi wisata yang
cukup besar dan layak untuk dikembangkan, tentunya tak terlepas dari peran
Pemerintah serta masyarakatnya guna membangun ekonomi yang kreatif
melalui pariwisata sekaligus memperkenalkan wilayah yang berpotensi seperti
Kelurahan Gantarang. Support serta dorongan dari pemerintah kepada
masyarakatnya sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih kreatif melihat
potensi yang terdapat di wilayahnya. Anggaran untuk pengembangan yang di
laksanakan yang menjadi hal utama yang dapat menunjang pembangunan
segala infrastruktur guna melengkapi keindahan sebuah destinasi wisata
seperti infrastruktur jalan, penanda tempat wisata dan lain-lainnya yang
melengkapi keindahan dan kenyamanan  objek wisata.
2. Anggaran untuk untuk Destinasi Air Terjun di Kelurahan Gantarang dari
Pemerintah Kabupaten Gowa masih sangat terbatas dan menjadi hambatan
bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di Kelurahan
Gantarang. Sistem kebijakan Pemerintah yang belum menjadi prioritas utama
serta menggunakan sistem prioritas untuk setiap wilayah yang memilki
potensi wisata di Kecamatan Tinggimoncong selain destinasi wisata yang
berada di wilayah Kelurahan Malino.
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B. Implikasi
Destinasi wisata dengan setiap keindahannya akan menarik minat bagi
setiap orang untuk berkunjung. Destinasi wisata sebagai tempat untuk melepas
penak dan jenuh bagi setiap orang yang sibuk dan kurang memilki waktu luang
merasakan keindahan alam. Pemerintah harus lebih memperhatikan Destinasi Air
Terjun di Gantarang dan memberikan dukungan secara penuh kepada masyarakat
karena Pariwisata dapat memberikan retribusi terhadap pendapatan suatu daerah.
Pemerintah juga harus membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan
suatu pariwisata karenapemerintah dan masyarakat harus bersinergitas dalam
pengembangan pariwisata.
Melalui pengembangan destinasi wisata yang belum optimal namun tetap
dijalankan meski dalam ritme yang bertahap, maka selanjutnya sebagai harapan
penelti ialah :
1. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhitungkan potensi-potensi
wisata yang layak untuk mendapatkan pengembangan seperti yang terdapat
pada Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa,
serta dapat lebih membantu masyarakat dalam memfasilitasi sarana dan
prasarana yang belum optimal pada destinasi wisata. Bantuan berupa
anggaran dana maupun anggaran lainnya yang melengkapi keindahan
destinasi wisata air terjun di Kelurahan Gantarang.
2. Kepada masyarakat untuk lebih kreatif melihat potensi wisata yang terdapat di
Kelurahan Gantarang, lebih meningkatkan gotong royong dalam membenahi
fasilitas sarana dan prasaran, baik akses jalan, tempat parkir serta keamanan
dan mengadakan fasilitas-fasilitas yang menunjang dan melengkapi keindahan
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destinasi wisata guna menarik minat pengunjung dan wistawan nantinya.
Implikasi potensi Destinasi Air Terjun di Kelurahan Gantarang diharapkan
dapat membuat masyarakat lebih membuka peluang kerjanya sendiri serta
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dibidang pariwisata.
Masyarakat dapat mendayagunakan sumber daya manusia menjadi lebih
kreatif dan mendapat tambahan pendapatan ekonomi diluar pertanian dan
perkebunan.
3. Destinasi Air Terjun di Gantarang difungsikan sebagai sarana untuk
memperkenalkan minuman khas Kelurahan Gantarang seperti minuman khas
yang ada adalah Tua’ manis atau ballo’ dalam bahasa masyarakat setempat.
Minuman yang dapat menghasilkan gula aren atau gula merah ini sangat
banyak terdapat di Kelurahan Gantarang. Melalui pengembangan Destinasi
Air Terjun diharapkan sandang pangan yang menjadi ciri khas Kelurahan
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Gambar 1.1 Wawancara Ibu Ratnawati (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisataan)
Gambar 1.2 Wawancara Bapak Al Azhar Ahmad (Sekretaris Camat
Tinggimoncong)
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Gambar 1.3 Wawancara Bapak Muh. Anzhary Haris (Lurah Gantarang)
Gambar 1.4 Wawancara Bapak Massuraya Dg Bella (Kepala Lingkungan
Lembang Panai)
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Gambar 1.5 Wawancara Bapak M. Dg Lewa (Tokoh Masyarakat Lembang
Panai)
Gambar 1.6 Wawancara Akmal (Tokoh Pemuda Lingkungan Lembang Panai)
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Gambar 1.6 Wawancara Bapak S. Dg. Ngimba (Tokoh Masyarakat Lingkungan
Lembang Bata)
Penanda Tempat Wisata dan Jalan Menuju Tempat Wisata
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Akses Jalan Air Terjun Balang Bulan
Penanda Tempat Wisata Air Terjun Balang Bulan
Lembang Panai
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Air Terjun Balang Bulan Lembang Panai
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89
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Air Terjun Bulan Lingkungan Lembang Bata
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